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Abstrak 

 

Sejalan dengan tren pariwisata Dunia yang mengarah kepada kenyamanan 

beribadah bagi wisatawan muslim sebagai unsur penting dalam berwisata. 

Transformasi perkembangan pariwisata di Kota Sabang pun diharapkan selaras 

dan mengambil peran signifikan sebagai pusat perkembangan wisata syariah. Kota 

Sabang memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan salah satunya wisata 

pantai berbasis syariah.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi program yang 

mendukung strategi pengembangan pariwisata pantai berbasis syariah, dan (2) 

mendeskripsikan destinasi wisata pantai yang menjadi target penerapan pariwisata 

berbasis syariah di Kota Sabang.Metode yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan pengamatan keadaan objek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa 

ketercapaian target program yang mendukung pengembangan pariwisata pantaii 

berbasis syariah yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang 

belum mencapai hasil yang maksimal. Dalam melaksanakan program yang 

mendukung pariwisata pantai berbasis syariah dibutuhkan perencanaan yang 

didasarkan pada tujuan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, 

pengelolaan destinasi wisata pantai yang menjadi target penerapan wisata syariah 

yang mencakup aspek fisik atau non fisik yang didalamnya meliputi pemenuhan 

sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung wisata pantai berbasis syariah, dan 

dukungan serta kerjasama dengan instansi lain dalam memberikan pemahaman 

dan pelatihan kepada masyarakat sekitar pantai terkait pengelolaan destinasi 

wisata pantai berbasis syariah. 

 

Kata kunci: Strategi, Pengembangan, Pariwisata Syariah 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kota Sabang merupakan wilayah paling barat di Republik Indonesia. Secara 

Geografis, Kota Sabang terletak pada koordinat 05o 46’ 28” – 05o 54’ 28” Lintang 

Utara (LU) dan 95o 13’ 02” – 95o22’ 36’ Bujur Timur (BT). Kota Sabang sebelah 

utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan 

dengan Selat Benggala dan di sebelah barat dibatasi oleh Samudera Indonesia. 

Secara geopolitis, Kota Sabang sangat strategis, karena berbatasan langsung 

dengan negara-negara lain seperti dengan India, Malaysia dan Thailand serta 

merupakan alur pelayaran Internasional bagi kapal-kapal yang akan masuk dan 

keluar wilayah Indonesia dari arah barat. Kota Sabang terdiri dari lima (5) buah 

pulau, yakni Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau 

Rondo ditambah gugusan pulau-pulau batu di Pantee Utara. Pulau Weh 

merupakan pulau terluas serta merupakan satu-satunya pulau yang dijadikan 

pemukiman, sedangkan Pulau Rondo merupakan salah satu pulau terluar yang 

berjarak + 15,6 km dari Pulau Weh. Luas keseluruhan daratan Kota Sabang adalah 

153 km2 . (Sumber: http://www.sabangkota.go.id/index.php/page/4/geografis) 

Saat  ini sektor kepariwisataan merupakan suatu sektor yang menguntungkan 

baik bagi pemerintahan suatu daerah maupun keuntungan bagi masyarakat 

tertentu serta keuntungan bagi masyarakat pada umumnya. Sektor kepariwisataan 

diharapkan mampu membangun suatu motivasi bagi masyarakat dalam rangka 

mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, terutama sekali daerah-daerah atau 

http://www.sabangkota.go.id/index.php/page/4/geografis
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wilayah yang sumber daya alamnya mendukung juga untuk pengembangan sektor 

kepariwisaataan. 

 Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Pariwisata adalah berbagai 

macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam 

suasana kelesuan perdagangan komunitas, pariwisata tetap mampu menunjukkan 

trend yang terus meningkat. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan 

dan keindahan alam yang luar biasa, memiliki potensi pariwisata yang cukup 

besar dibandingkan negara-negara lain. Apalagi bila dihubungkan dengan jumlah 

penduduk muslim terbanyak di dunia, diproyeksikan Indonesia akan menjadi 

pelopor pariwisata syariah dunia di masa yang akan datang. 

 Istilah pariwisata syariah memang istilah baru dalam dunia pariwisata. 

Beberapa istilah lain yang bermakna senada antara lain Islamic Tourism, halal 

Friendly Tourism Destination, halal Travel, Muslim Friendly Travel Destination, 

atau halal lifestyle. Konsep wisata syariah lebih luas dari wisata religi, dimana 

kalau wisata religi didefinisikan sebagai wisata dalam rangka kepentingan 

ibadah/agama, misalnya haji dan umroh ke tanah suci, atau sebagian umat islam 

berziarah ke makam-makam para wali/tokoh agama. Adapun wisata syariah 

mengandung konsep yang lebih luas, yaitu pariwisata yang keseluruhan aspeknya 

tidak bertentangan dengan syariah. Dalam industri pariwisata terdapat banyak 

aspek dan pelaku yang terlibat, misalnya akomodasi(penginapan), makanan dan 

minuman, transportasi, fasilitas ibadah, dan tentu obyek wisata itu sendiri. Seluruh 

aspek ini haruslah tidak bertentangan dengan syariah. 
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 Namun sayangnya, indonesia kurang cukup bersemangat menangkap 

potensi wisata syariah ini. Indonesia hanya menepati rangking 6 di antara negara-

negara Muslim sebagai destinasi wisata syariah. Bahkan di antara Negara 

ASEAN, wisata syariah Indonesia berada di bawah Malasyia, Singapura, dan 

Thailand. Tentu saja hal ini sangat disayangkan, sebab Indonesia memiliki 

segalanya untuk pengembangan wisata syariah ini. 

Beberapa negara maju seperti Queensland, Hongkong, dan Jepang telah 

mengembangkan pariwisata berbasis syariah dengan serius dalam bisnis jasa, 

perhotelan, dan restoran. Indonesia sebenarnya sudah memiliki kawasan 

pariwisata berbasis syariah. Namun, mayoritas masih berupa ziarah ke makam dan 

wisata religi yang biasanya terletak di kawasan yang belum dikhususkan 

pengembangannya sebagai daerah tujuan wisata. Di sekitar lokasi wisata religi 

tersebut jarang dijumpai adanya fasilitas penunjang wisata yang lain seperti hotel 

syariah, restoran syariah, dan tempat rekreasi lainnya. Faktor tersebut turut 

mempengaruhi rendahnya minat wisatawan domestik dan mancanegara untuk 

berkunjung ke kawasan pariwisata syariah di indonesia. Selain itu, pariwisata 

berbasis syariah di indonesia  nampaknya belum menjadi prioritas utama bagi 

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  meskipun indonesia memiliki 

potensi besar dalam pengembangan pariwisata berbasis syariah. 

Saat ini Sabang menjadi primadona bagi pemerintah Kota Sabang dalam 

membangun industri kepariwisataannya. Wilayah Sabang yang masih dalam 

kawasan Propinsi Aceh, tentu masyarakatnya Muslim hampir seluruhnya. Jauh 

sebelum Syariat Islam berlaku di  Aceh, semangat Islam telah terpantul di dalam 
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seluruh unsur kebudayaan orang Aceh. Agama Islam yang menjadi fokus 

kebudayaan Aceh telah memberi warna terhadap unsur-unsur kebudayaan 

universal. 

Provinsi Aceh, sebagai salah satu daerah yang memiliki otonomi khusus, 

setelah adanya Undang-Undang Nomor ll Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh 

memberikan kekhususan dan pengaturan yang berbeda dalam pengelola 

pemerintahan. Pasal l65 Undang-Undang Nomor ll Tahun 2006 tentang 

pemerintahan Aceh telah memberi ruang atau wadah bagi keistimewaan Aceh dan 

Kabupaten/Kota mengelola wisata dan pengelolaan kepariwisataan, dimana 

menurut undang-undang tersebut selanjutnya akan di atur di dalam Qonun, istilah 

peraturan perundangan bagai wilayah Aceh. 

Kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh yang tertuang dalam Qanun Nomor 8 

Tahun 2013 BabV, pasal 10 tentang penelitian dan pengembangan pariwisata 

dilakukan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki baik 

sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun nilai-nilai sejarah, budaya dan 

kearifan lokal yang islami, dan berorientasi pada pelestarian nilai-nilai sejarah dan 

budaya masyarakat serta lingkungan hidup.  

Potensi berkembangnya wisata syariah ke depannya dinilai menjanjikan. 

Konsep pariwisata syariah ini kedepannya akan menjadi bisnis yang banyak 

dilirik oleh para pelaku bisnis wisata. Dalam pengembangan pariwisata syariah, 

pengenalan pasar pariwisata syariah yang jelas sangat penting untuk memancing 

para pelaku bisnis wisata untuk terjun ke industri kreatif lokal. Kota Sabang 

sendiri sebenarnya telah menerapkan konsep ini sejak lama, namun belum begitu 
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jelas karena tidak ada arahan khusus dari pemerintah, selain pelarangan 

melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariah serta menjual produk-

produk yang haram. Konsep wisata syariah sebenarnya bukan hanya berbicara 

tentang pelarangan, namun juga kenyaman serta kepuasan tanpa 

mengesampingkan nilai-nilai syariah. Terkait fasilitas syariah, di Aceh termasuk 

di Sabang, tentu bukan hal yang asing. Bahkan di tiap-tiap titik tempat wisata 

sudah menyebar tempat-tempat ibadah umat Islam dari sejak puluhan tahun lalu. 

Para pengrajin lokal juga turut mewarnai corak pariwisata syariah yang ada 

di kota sabang, hanya saja masyarakat yang mempunyai ketrampilan belum 

diberdayakan secara khusus oleh pemerintah untuk menunjang sektor industri 

kreatif di sabang. 

 Belajar dari Pulau Santen yang terdapat di Banyuwangi yang menjadi 

pantai syariah pertama berkonsep halal tourism. Pantai syariah itu lebih 

dikhususkan bagi perempuan, lelaki tidak diperkenankan masuk kawasan wisata 

pantai syariah. Konsep pengembangan pantai syariah lainnya adalah seluruh 

kawasan pantai tersebut menyajikan makanan dan minuman halal. Selain itu akan 

ada pemberitahuan menjelang waktu beribadah seperti peringatan suara adzan 

yang seluruh aktivitas di tempat tersebut harus berhenti sejenak sampai selesai 

adzan serta tempat bersuci lengkap dengan fasilitas tempat ibadah yang berkonsep 

pemisahan laki-laki dan perempuan. (sumber:http://www.banyuwangibagus.com) 

Jumlah kunjungan Wisatawan  baik Mancanegara ataupun Nusantara yang 

berkunjung ke Sabang terjadi peningkatan yang segnifikat dari tahun ke tahun hal 

ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini 
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Tabel l.1 

Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2013-2018 

NO TAHUN JUMLAH 

1 2013 4.648 

2 2014 3.624 

3 2015 5.582 

4 2016 10.038 

5 2017 2.981 

6 2018 29.827 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang 

Tabel 1.2 

Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2013-2018 

NO TAHUN JUMLAH 

1 2013 401.224 

2 2014 512.992 

3 2015 623.635 

4 2016 724.923 

5 2017 736.275 

6 2018 709.506 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang 

Jika dilihat pada tabel-tabel di atas, kiranya dapat dipahami bahwa jumlah 

wisatawan secara bertahap terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Maka dari itu, 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang melalui berbagai program telah 
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banyak melakukan usaha, baik atas inisiatif sendiri maupun program tindak lanjut 

dari pemerintah pusat, seperti yang telah diselenggarakan kegiatan berskala 

internasional yakni International Diving Competition, Sail Phuket-Sabang yang 

telah mengundang klub perkumpulan Yacht (kapal layar) di Phuket untuk ambil 

bagian kegiatan, dan terselenggaranya kegiatan Internasional sepeda gunung yang 

digelar di KM 0 . Sejak direncanakannya  oleh Pemerintah Pusat Visit Indonesia, 

Sabang dalam berbagai persiapan turut mensukseskan kegiatan tersebut, dengan 

kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mampu mendongkrak arus kunjungan 

wisatawan dan pengembangan daya tarik wisata di sabang, yang mana akan 

berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. 

(Sumber:http://www.kemenpar.go.id/). 

Namun demikian keadaan yang diharapkan belum menunjukan peningkatan 

yang berarti, sehingga keadaan sektor wisata Kota Sabang belum dapat berbuat 

banyak untuk mengakselerasi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Bagi 

masyarakat Sabang, khususnya pihak-pihak terkait untuk dapat mengadakan 

sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya kota Sabang sebagai Kota 

wisata syariah. Tentunya kalau wilayah Sabang sebagai bagian dari wilayah Aceh, 

wisata yang dikehendaki sebaiknya juga bernuansa keislaman. Untuk menuju 

Kota Sabang, sudah tentu para wisatawan baik lokal (nusantara) maupun manca 

negara (internasional), mereka melalui pelabuhan kota Banda Aceh, dari 

pelabuhan Banda Aceh untuk mencapai Sabang bisa menggunakan beberapa 

armada penyeberangan. Idealnya sejak di Pelabuhan Para wisatawan sudah 

merasakan adanya nuansa keislaman/syariat Islam, tapi yang didapati hal 
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demikian kurang nampak, baik di pelabuhan maupu di dalam armada 

penyeberangan (kapal). 

Sebaiknya terus diusahakan oleh pihak-pihak terkait untuk menumbuhkan 

kesadaran kepada masyarakat, terutamanya pihak-pihak pengelola usaha, baik itu 

usaha jualan, penginapan (hotel), jasa angkutan dan lain-lain, untuk 

mengindahkan hal-hal yang sudah diatur demi terlaksananya dan 

terimplementasikannya Pariwisata Berbasis Syariah di Aceh dan khususnya di 

Kota Sabang dalam rangka terciptanya Kota Sabang sebagai Kota Wisata dengan 

tidak terkikisnya nuansa-nuansa keislaman sebagai jati diri masyarakat Aceh. 

Fasilitas, sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang aktifitas 

pariwisata bahari terlihat belum memadai. Pemerintah Kota Sabang (Disbudpar) 

bersama legislatif harus fokus mengalokasikan anggaran secukupnya untuk sektor 

pariwista dan kembali menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara 

untuk berkunjung kesana. Pariwisata Sabang merupakan sektor unggulan untuk 

Kota Sabang, maka pemerintah daerah perlu untuk dapat memperhatikan 

pengalokasian anggaran karena berdasarkan informasi yang di dapat untuk waktu 

yang akan datang, sektor Pariwisata dapat dijadikan sebagai harapan untuk dapat 

menambah Pendapatan Asli Daerah. 

Melihat kenyataan di atas, wilayah Sabang yang menjadi salah satu tujuan 

wisata baik lokal maupun mancanegara. Di satu sisi masyarakat mempunyai 

peluang untuk meningkatkan sektor perekonomiannya dengan adanya industri 

pariwisata, namun di sisi lain juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaan 

dunia wisata di Kota Sabang. Tentunya ini harus disikapi oleh pihak-pihak yang 
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terkait  dalam pelaksanaan Sabang sebagai Kota Wisata, dikarenakan bahwa pada 

umumnya yang datang ke Sabang adalah untuk rekreasi atau mencari angin segar, 

melepaskan kepenatan dan juga ingin bebas. Diharapkan bagi pihak Dinas 

Kebudayaan dan pariwisata terus berupaya untuk membuat baliho-baliho, atau 

semacam imbauan-imbauan yang ditata secara rapi disekitaran objek wisata pantai 

berupaya mengajak masyarakat setempat dan wisatawan untuk menghargai dan 

melaksanakan syariat Islam di Sabang. 

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Sabang (Disbudpar) perlu melakukan 

tindakan yang tepat dan cepat dalam mengembangkan pariwisata berbasis syariah 

di Sabang. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melalukan penelitian yang 

berjudul: “Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Berbasis Syariah di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisasta Kota Sabang”. 

 

1.2    Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dilakukan sehingga 

penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui 

arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas 

dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan terlebih dahulu maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

a.  Apa saja program yang mendukung strategi pengembangan 

pariwisata pantai berbasis syariah di Kota Sabang? 



10 
 

b. Destinasi pantai mana saja yang menjadi target penerapan pariwisata 

berbasis syariah di Kota Sabang? 

 

1.3     Tujuan Penelitian 

Hakikat dari penelitian yang diketahui setelah adanya identifikasi dan 

perumusan masalah. Oleh karena itu sesuai dengan yang diuraikan pada latar 

belakang dan perumusan masalah dapat dikemukakan tujuan dari penyusunan 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi program yang mendukung strategi 

pengembangan pariwisata pantai berbasis syariah di Kota Sabang dan 

mendeskripsikan destinasi wisata pantai yang menjadi target penerapan pariwisata 

berbasis syariah di Kota Sabang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagi penulis, sebagai salah satu media latih untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang dipelajari.  

b. Bagi peneliti dan mahasiswa, sebagai data dasar dan tolok ukur bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya sehingga dapat berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

c. Bagi Pemerintah, sebagai masukan dalam mengambil kebijakan dan 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat segala keputusan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

BAB II            : URAIAN TEORITIS 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian. 

Teori-teori yang diuraikan antara lain Strategi, Konsep 

Pengembangan, Pariwisata, Strategi Pengembangan Pariwisata, 

Pariwisata Syariah. 

BAB III          : METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, definisi konsep, kategorisasi, 

kerangka konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, lokasi dan waktu penelitian, dan deskripsi tingkas 

objek penelitian. 

BAB IV         : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat tentang penyajian dan hasil pengamatan dari 

jawaban narasumber. 

BABV           : PENUTUP 

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang 

diteliti. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1    Strategi 

2.1.1  Pengertian Strategi  

Pengertian “strategi” bersumber dari kata Yunani klasik, yakni “strategos” 

(jenderal), yang ada pada dasarnya diambil dari pilahan kata-kata Yunani untuk 

“pasukan” dan “memimpin”. Penggunaan kata kerja Yunani yang berhubungan 

dengan “strategos” ini dapat diartikan sebagai “perencanaan dan pemusnahan 

musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana 

yang dimiliki.  

Menurut Sedarmayanti (2014:2) pengertian strategi secara khusus adalah 

tindakan yang bersifat terus-menerus, mengalami peningkatan dan dilakukan 

sesuai sudut pandang tentang apa yang diinginkan serta diharapkan oleh 

konsumen di masa depan. 

Menurut David (2002:15) manfaat prinsip dari manajemen strategis adalah 

membantu organisasi membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan 

pendekatan yang lebih sistematis, logis dan rasional pada pilihan strategis.  

Menurut Effendy (2004:300) strategi pada hakikatnya adalah perencanaan 

(planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi 

untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang 

hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya. di dalam penggunaan strategi, ada yang disebut dengan 

manajemen stratgeis (strategic management) yang merupakan proses manajemen 

12 
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yang komprehensif dan berkelanjutan yang ditujukan untuk memformulasikan dan 

mengimplementasikan strategi yang efektif. 

Sedangkan menurut Kuncoro (2006:2) strategi sebagai penentuan kerangka 

kerja dari aktivitas organisasi/perusahaan dan memberikan pedoman untuk 

mengoordinasikan aktivitas, sehingga organisasi/perusahaan dapat menyesuaikan 

dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi mengatakan dengan 

jelas lingkungan yang diinginkan dan jenis organisasi seperti apa yang hendak 

diinginkan. 

Berdasarkan dari hasil uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Strategi 

adalah cara atau pendekatan yang sangat menyeluruh dan sangat berkaitan dengan 

pelaksanaan gagasan atau suatu perencanaan dalam suatu aktivitas untuk 

mencapai suatu tujuan sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman 

lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal 

organisasi.  

2.1.2 Tipe Tipe Strategi 

Dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi maka suatu 

organisasi menggunakan bentuk atau tipe strategi tertentu. Menururt Kotler 

(2008:104) tipe-tipe strategi meliputi: 

1) Corporate Strategy (strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan 

perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategis yang 

baru; 

2) Program Strategy (strategi program). Strategi ini lebih memberi perhatian 

pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu. 
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3) Resource Support Strategy (strategi pendukung sumber daya). Strategi ini 

memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-

sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja 

organisasi. 

4) Institutional Strategy (strategi kelembagaan). Fokus dari strategi 

institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk 

melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. Dispenda Kota Bandar Lampung 

termasuk dalam strategi Institutional Strategy (strategi kelembagaan). 

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan 

organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi 

 

2.2 Konsep Pengembangan  

Pengembangan adalah salah satu bagian manajemen yang menitikberatkan 

pada implementasi potensi budaya yang harus dilaksanakan dengan rentang 

waktu, berapa langka sistematis yang dapat mengarah pada pencapaian hasil, dan 

hasil yang dicapai diharapkan pada perencanaan manjemen dengan kegiatan yang 

ssangat spesetif untuk mencapai visi, tujuan dan sasaran dari rencana tersebut. 

Menurut Swarbrooke (l995:45) menyatakan bahwa pengembangan adalah 

memajukan dan memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang telah ada. 

Suwantoro (997:28) menyatakan pengembangan bertujuan untuk mengembangkan 

produk pelayanan yang berkualitas, seimbang dan bertahan. 
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2.3 Pariwisata 

2.3.1 Pengertian Pariwisata 

Pariwisata merupakan salah satu sumber yang sangat potensial untuk 

dikembangkan oleh setiap daerah untuk menumbuhkan ekonomi suatu daerah. 

Menurut Wiwoho (l990:23) pariwisata adalah suatu proses bepergian sementara 

dari seseorang atau lebih menuju tempat di luar tempat tinggalnya. Dorongan 

kepergiannya dalah karena berbagai keperluan seperti ekonomi, sosial, agama, 

kesehatan maupun keperluan lain yang bersifat ingin tahu dan menambag 

pengalaman atau belajar. 

Menurut Yoeti (1996:108) Pariwisata adalah suatu perjalanan yang 

dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat 

ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah 

ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup 

guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan 

Sebagai antisipasi perkembangan dunia pariwisata yang telah mengglobal 

sifatnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 

2009 tentang kepariwisataan yang terdiri atas tujuh belas bab dan tujuh puluh 

pasal yang mengandung ketentuan meliputi delapan hal, yaitu : 

a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.  

b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.  
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c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah dan pemerintah daerah.  

d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata 

dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud 

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, 

pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.  

e. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, 

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil 

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.  

f. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata 

adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah 

administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, 

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 

melengkapi terwujudnya kepariwisataan.  

g. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.  

h. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan 

kegiatan usaha pariwisata. 

Menurut Yoeti (1996:108) Pariwisata adalah suatu perjalanan yang 

dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat 

ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah 



17 
 

ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup 

guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beranekaragam. 

2.3.2 Produk Jasa Pariwisata 

Menurut Damanik (2006:11) produk jasa pariwisata adalah semua produk 

jasa yang diperuntukkan bagi atau dikonsumsi oleh seseorang selama melakukan 

kegiatan wisata. Selanjutnya menurut Damanik (2006:l3) pihak yang menilai 

mutu produk jasa pariwisata itu adalah wisatawan sendiri, sebab merekalah 

konsumennya. Menurut Yoeti (l996:l3) pada dasarnya ada tiga golongan produk 

jasa industri pariwisata, yaitu : 

a. Tourist objek yang terdapat pada daerah-daerah  tujuan wisata, yang 

menjadi daya tarik orang-orang untuk datang, berkunjung ke daerah 

tersebut. 

b. Fasilitas yang diperlukan di tempat tujuan tersebut, seperti akomodasi 

perhotelan, bar, restoran dan rekreasi. 

c. Transportasi yang menghubungkan daerah asal pariwisata dengan daerah 

tujuan wisatawan serta transportasi di tempat tujuan ke objek wisata. 

Selain ciri-ciri di atas industri pariwisata juga memiliki jenis-jenis. Menurut 

Pandit (l990:36) jenis-jenis produk pariwisata dapat dibagi menjadi: 

a. Wisata budaya, merupakan perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan 

untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan 

kunjungan anatara lain peninjauan ke tempat lain, mempelajari keadaan 

masyarakat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup dan budaya seni. 
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b. Wisata kesehatan, merupakan perjalanan seseorang dengan tujuan untuk 

menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi 

kepentingan beristirahat dalam arti jasmani maupun rohani. 

c. Wisata olahraga merupakan wisatawan yang melakkukan perjalanan dengan 

tujuan berolahraga. 

d. Wisata pertanian merupakan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata 

dengan tujuan proyek pertanian, perkebunana dan ladang. 

e. Wisata sosial merupakan pengorganisasian selama perjalanan murah serta 

mudah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat ekonomi lemah 

untuk mengadakan perjalanan. 

f. Wisata industri merupakan wisatawan yang melakukan perjalanan menuju 

daerah perindustri. 

g. Wisata politik merupakan perjalanan dilakukan untuk mengunjungi atau 

mengambil bagian dengan aktif dalam pariwisata politik. 

h. Wista maritim dan bahari : berkaitan dengan olahraga air. 

i. Wisata cagar alam dengan tujuan untuk melihat dan menikmati keindahan 

cagar alam. 

j. Wisata pilgrim yang berkaitan dengan agama, sejarah, dat istiadat dan 

kepercayaan umat. 

k. Wisata bulan madu. 

l. Wisata buru merupakan wisata yang dilakukan untuk tujuan berburu yang 

dibenarkan pemerintah. 
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2.4   Strategi Pengembangan Pariwsata  

Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau 

memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik 

ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya untuk dapat 

menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Menurut Swarbrooke (l996:99) 

pengembangan pariwisata merupakan suatau rangkaian upaya untuk mewujudkan 

keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata 

mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara 

langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwsata.  

Menurut pitana (2005:134) pengembangan pariwisata memerlukan teknik 

perencanaan yang baik dan tepat.Teknik pengembangan itu harus menggabungkan 

beberapa aspek aksesbilitas, karekteristik infrastruktur pariwisata, tingkat 

interaksi sosial, keterkaitan dengan sektor lain, daya tahan akan dampak 

pariwisata, tingkat resistensi komunitas dan seterusnya. 

Menurut Damanik (2006:39) strategi pengembangan pariwisata adalah 

upaya-upaya yang dilakukan dengan tujuan memajukan, memperbaiki, dan 

meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu obyek dan daya tarik wisata sehingga 

mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan. 

Menurut Joyosuharto (l995:46) pengembangan pariwsata memiki tiga fungsi, 

yaitu: 

a. Menggalangkan ekonomi 

b. Memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan 

hidup. 
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c. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa.  

Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut maka diperlukan pengembangan 

obyek wisata dan daya tarik wisata, meningkatkan dan mengembangkan promosi 

dan pemasaran, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan. 

Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan 

pada empat prinsip dasar, sebagaimana dikemukakan Sobari dalam murtini 

(2018), yaitu : 

a. Kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus 

menjamin terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumberdaya alam 

yang menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, 

danau, dan sungai.  

b. Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan 

pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam 

pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat 

setempat sebagai identitas masyarakat tersebut.  

c. Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat 

menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam 

aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.  

d. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat 

melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam 

pengembangan pariwisata.  

Dengan demikian, pengembangan pariwisata (yang berkelanjutan) perlu 

didukung dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi 



21 
 

kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya 

alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup.  

Menurut Yoeti (1997: 35) berkembangnya pariwisata tergantung pada produksi 

industri pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, kemudahan perjalanan, sarana 

dan fasilitas serta promosi. Negara yang sadar akan pengembangan pariwisata 

berdasarkan Direktorat Jenderal Pariwisata biasa mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut :  

a. Perencanaan pengembangan pariwisata harus menyeluruh sehingga seluruh 

bagi pengembangan pariwisata di perhitungkan dengan memperhatikan pula 

b. Pengembangan pariwisata harus diintegrasikan ke dalam pola dan program 

pembangunan semasa ekonomi, fisik dan sosial sesuatu negara.  

c. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa sehingga 

membawakan kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas dalam masyarakat.  

d. Pengembangan pariwisata harus sadar lingkungan sehingga 

pengembangannya mencerminkan ciri-ciri khas budaya dan lingkungan 

alam sesuatu negara, bukannya justru merusak lingkungan alam dan budaya 

yang khas itu.  

e. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa sehingga 

pertentangan sosial dapat dicegah seminimal mungkin dan dapat 

menimbulkan perubahan-perubahan sosial yang positif.  

Pengembangan potensi daya tarik atau atraksi wisata meliputi daya tarik 

alami yang bersifat melekat (inherent) dengan keberadaan obyek wisata alam 

tersebut. Selain daya tarik alami, suatu obyek wisata memiliki daya tarik buatan 
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manusia (man made attraction). Santoso dalam murtini (2018) unsur-unsur 

pengembangan pariwisata meliputi: 

a. Atraksi  

Atraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam (keindahan 

panorama, flora dan fauna, sifat khas perairan laut, danau), obyek buatan manusia 

(museum, katedral, masjid kuno, makam kuno dan sebagainya), ataupun unsur-

unsur dan peristiwa budaya (kesenian, adat istiadat, makanan dan sebagainya).  

b. Transportasi  

Perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan juga 

perkembangan akomodasi. Di samping itu perkembangan teknologi transportasi 

juga berpengaruh atas fleksibilitas arah perjalanan, Jika angkutan dengan kereta 

api bersifat linier, tidak banyak cabang atau kelokannya, dengan kendaraan mobil 

arah perjalanan dapat menjadi lebih bervariasi. Demikian pula dengan angkutan 

pesawat terbang yang dapat melintasi berbagai rintangan alam (waktu yang lebih 

singkat).  

c. Akomodasi  

Tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan 

umum (hotel, motel, tempat pondokan, tempat berkemah waktu liburan) dan yang 

diadakan khusus peorangan untuk menampung menginap keluarga, kenalan atau 

anggota perkumpulan tertentu atau terbatas.  

d. Fasilitas Pelayanan  

Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi 

sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. Perkembangan pertokoan dan jasa 
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pelayanan pada tempat wisata dimulai dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan 

sehari-hari (penjual makanan, warung minum atau jajanan), kemudian jasa-jasa 

untuk kenyamanan dan kesenangan (toko pakaian, toko perabot rumah tangga, 

dll), lalu jasa yang menyangkut keamanan dan keselamatan (dokter, apotek, polisi 

dan pemadam kebakaran) dan pada akhirnya perkembangan lebih lanjut 

menyangkut juga jasa penjualan barang mewah.  

e. Infrastruktur  

Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan 

dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga 

memberi manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk setempat disamping 

mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja 

pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, jalan kereta api, dll), 

tetapi juga penyediaan saluran air minum, penerangan listrik, dan juga saluran 

pembuangan limbah.  

Pengembangan pariwisata tidak pernah lepas dari suatu perencanaan. Perencanaan 

pengembangan suatu kawasan wisata memerlukan tahapan-tahapan pelaksananaan 

seperti:yakni Marketing Research, Situational Analysis, Marketing Target, 

Tourism Promotion, pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam promosi dan 

Marketing. 

2.4.1   Proses Perencanaan Kebijakan Pariwisata 

 Pembangunan pariwisata memerlukan kebijakan dan perencanaan yang 

sistematis. Sebagai contoh, pemerintah pada semua level terlibat dalam 

mempersiapkan infrastruktur, penggunaan tanah atau tata ruang, dan sebagainya. 
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Menurut Pitana (2005:108), umumnya perencanaan strategis dalam pariwisata 

terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: 

a. Menentukan bisnis/usaha apa yang akan dimasuki, yang biasanya 

didirikan oleh misi organisasi yang tergantung pada jenis usaha yang 

dimasuki. Misi organisasi mungkin dapat dilihat dan diketahui dengan 

mudah tetapi misi organisasi terkadang tidak dapat secara eksplisit 

dikenali. 

b. Menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai, yang merupakan tujuan 

semua organisasi, seperti penguasaan pasar yang melibatkan penguasaan 

pasar yang melibatkan pengenalan produk baru. Tujuan organisasi 

haruslah mempunyai jangka waktu yang mengidindikasikan kapan tujuan 

tersebut akan diwujudkan. Hal ini memberikan kerangka waktu, 

menetapkan tujuan jangka pendek, dan strategi pencapaian serta tindakan 

yang diperlukan. 

c. Mengumpulkan informan dan pengetahuan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan. Kualitas keputusan organisasi yang diambil 

sangat tergantung pada kualitas informasi yang dikumpulkan. Sebuah 

perusahaan atau organisasi mempunyai sistem informasi internal, tetapi 

organisasi juga memerlukan informasi eksternal yang cukup sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Sumber informasi mungkin berasal dari instansi 

pemerintah, industri atau sumber lainnya. 

d. Menganalisis informasi, terutama yang berkaitan dengan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan organisasi. 
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e. Menentukan tujuan khusus yang menentukan aktivitas yang diperlukan 

dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan. 

f. Menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

g. Mendistribusikan sumber daya ke masing-masing program aksi untuk 

memberikan dampak pada strategi yang diambil 

h. Mengimplementasikan rencana 

i. Mengontrol dan memonitor hasil dan membuat perbaikan jika diperlukan. 

2.4.2   Pengelolaan Pariwisata 

 Menurut Hayun (2001:42) Pengelolaan merupakan suatu proses yang 

membantu merumuskan kebijaka-kebijakan dan pencapaian tujuan. Peran 

pemerintah dalam pengelolaan pariwisata, seperti melaksanakan pembinaan 

kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan, Pengelolaan (manajemen), menurut Leiper (1990:256), 

merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat 

pada peran tersebut. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Planning (perencanaan). 

b. Directing (mengarahkan). 

c. Organizing (termasuk coordinating). 

d. Controlling (pengawasan) 

Menurut Pitana (2019:81) Penggelolaan pariwisata haruslah mengacu pada 

prinsip-prinsip penggelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan 



26 
 

alam, komunitas, dan nilai soaial yang memungkinkan wiatawan menikmati 

kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. 

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 

a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada 

kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan 

peninggalan budaya dan keunikan lingkungan. 

b. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi 

basis pengembangan kawasan pariwisata. 

c. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah 

budaya lokal. 

d. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan 

lingkungan lokal. 

e. Memberikan dukungan dan legitimidasi pada pembangunan dan 

pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi 

sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata 

tersebut jika melampaui batas (carrying capacity) lingkungan alam atau 

aksestabilitas soaial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

2.4.3   Promosi Kepariwisataan 

 Menurut Darmawi (2002:103) promosi adalah setiap usaha marketing 

yang fungsinya untuk memberikan informasi atau meyakinkan para konsumen 

yang potensial mengenai kegunaan suatu produk atau jasa dengan tujuan untuk 
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mendorong konsumen baik melanjutkan atau memulai pembelian pada harga 

tertentu. 

Menurut Paham Ginting (2005:22) tujuan promosi wisata dapat dikategorisasikan 

ke dalam beberapa tujuan berikut ini: 

a. Mempromosikan lokalitas wisata sebagai tujuan wisata yang menarik dan 

menguntungkan wisatawan 

b. Meningkatkan dan memantapkan citra wisata daerah di pasar domestik 

dan internasional 

c. Menyebarkan pengetahuan tentang produk-produk wisata yang telah 

dikembangkan 

d. Membangun dan membina komunikasi yang efektif dengan media dan 

pers internasional. 

Menurut Darmawi (2002:112) strategi promosi merupakan siasat atau 

inisiatif kegiatan strategik yang akan dilakukan untuk merealisasikan tujuan 

promosi wisata yang telah ditetapkan. Didalamnya terkandung makna wawasan 

rencana kegiatan yang akan diselenggarakan dalam jangka menengah, yaitu dalam 

satu sampai dengan tiga tahun kedepan. Untuk tujuan mempromosikan daerah 

tujuan wisata maka secara umum terdapat beberapa strategi yaitu: 

a. Pengembangan dan pemantapan kegiatan public relation 

b. Pengembangan dan perluasan produk-produk wisata 

c. Pengembangan pemasaran jasa wisata dan tempat wisata 

d. Penetrasi kegiatan publik relation internasional. 
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2.5 Pariwisata Syariah 

2.5.1 Konsep Wisata Dalam Syariah 

Kepariwisataan berbasis Syariah dipahami sebagai produk-produk 

Kepariwisataan yang menyediakan layanan keramah-tamahan yang memenuhi 

persyaratan syar’i. Hal ini berarti, orang yang sedang berwisata harus mematuhi 

larangan-larangan agama seperti: berasik-asik di pantai dan kolam renang (bahkan 

dengan pasangan yang syah sekalipun), dengan mengenakan pakaian yang tidak 

syar’i, makan-makan di hotel atau restoran dengan menu hidangan yang 

mengandung babi dan alhokol, dan makanan lain yang haram. 

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel 

syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana 

yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah 

syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. 

Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, 

pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.  

Menurut Kemenpar Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. 

Segmen pasar produk dan jasa (termasuk didalamnya kepariwisataan) berbasis 

syariah bukan hanya untuk kaum muslimin, namun juna non-muslim. Hal ini 

karena konsumsi produk dan jaa berbasis syariah berefek baik,sehat,dan 

mengangkat gaya hidup. Namun para wisatawan muslim tidak bisa diperlakukan 
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dengan cara yang sama seperti wisatawan non-muslim. Perbedaan yang cukup 

mendasar terletak pada ketiadaan perjudian, makanan yang mengandung babi, 

ketiadaan minuman beralkohol dan  aktifitas-aktifitas terkait dengan pesta-pesta. 

Sebaliknya, kunjungan ke masjid-masjid dan situs-situs islami lainnya dapat 

dimasukkan ke dalam daftar tempat-tempat yang akan dikunjungi. 

Produk-produk wisata berbasis syariah dapat mencakup kunjungan aktivitas 

seperti: shopping, traveling, taman hiburan, kota-kota yang sangat padat, warisan 

budaya islami, atau ekowisata lainnya, hotel dan resort berbasis syariah yang tidak 

menawarkan minuman beralkohol, makanan mengandung babi dan segala produk 

turunannya, tempat dan jadwal waktu sholat, tanda arah qiblat dikamar, kolam 

renang, spa, dan fasilitas lainnyayang memisahkan konsumen perumpuan dan 

laki-laki.  

Pengembangan wisata syariah dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dan 

juga melalui transformasi berbasis aneka produk wisata yang terintegrasi, melalui 

investasi strategis dalam infrastruktur ekonomi dan sosial yang memberi benefit 

kepada seluruhan masyrakat, dan bukan hanya mereka yang terlibat. 

Beberapa prinsip pengembangan wisata berbasis syariah mencangkup: 

a. Pengembangan fasilitas berbasis syariah dalam skala besar atau kecil beserta 

layanan di luar dan di dalam atau dekat lokasi wisata. 

b. Fasilitas dan pelayanan berbasis syariah tersebut dimiliki dan dikerjakan 

oleh masyarakat setempat, yang dilaukan secara individual oleh orang yang 

memiliki. 
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c. Pengembangan wisata berbasis syariah didaasarkan pada salah satu “sifat” 

atraksi berbassis syariah yang dekat dengan alam dimana pengembangan 

lingkungan sebagai pusat pelayanan berbasis syariah bagi wisatawan yang 

mengunjungi kedua atraksi tersebut. 

Dengan demikian konsep wisata berbasis syariah di dalamnya menciptakan 

kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi inklusif, mengembangkan 

komunitas yang hidup seimbang dan menciptakan kehidupan yang baik bagi 

penduduk lokal dan memberi kontribusi yang lebih baik pada sektor wisata. Lain 

dari itu, wisata berbasis syariah mencerminkan (a) pertumbuhan kepariwisataan 

dan ekonomi, (b) meningkatkan pengalaman kerohanian para pengunjung, dan (c) 

tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan gambaran keuntungan wisata berbasis 

syariah seperti disebutkan, wisata berbasis syariah merupakan salah satu solusi 

dari kemiskinan dan pengangguran masyarakat, mengurangi depopolusi dan 

migrasi, meningkatkan pendapatan dan menyediakan lapangan pekerjaan, serta 

merangsang perbaikan produk-produk dan insfrastruktur secara syariah. 

2.5.2 Perkembangan Pariwisata Syariah 

Pariwisata Syariah merupakan tujuan wisata baru dunia saaat ini. Utilizing 

the World Tourism Organization (UNWTO) menunjukan bahwa wisatawan 

muslim mancanegara sebesar 126 miliar dolar AS pada 2011 mengalahkan 

wisatawan dari Jerman, Amerika Serikat dan Cina. Menurut data Global Muslim 

Traveler, wisatawan muslim indonesia termasuk dalam 10 besar negara yang 

paling banyak berwisata. Namun, sangat disaynagkan indonesia tidak termkassuk 
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dalam 10 tempat destinasi kunjungan muslim. Negara yang memiliki kekayaan 

berlimpah dan bermayoritas muslim cenderung menjadi konsumen. 

Kemenparekraf RI telah mengembangkan dan mempromosikan usaha jasa 

di biang perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata dan spa di 12 destinasi wisata 

syariah. Pengembangan tersebut dilakukan di sejumlah kota yakni Aceh, 

Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, serta Sulaawesi Selatan. 

2.5.3 Pencarian Makna Pariwisata Syariah 

Menurut Priyadi (2016: 92) Pariwisata Syariah merupakan pariwisata yang 

mengedepankan nilai-nilai islami dalam setiap aktivitasnya. Namun, istilah 

pariwisata syariah secara definisi di kalangan pelaku wisata masih cenderung 

asing. Pariwisata syariah lebih dimaknai sebagai wisata relegius, yaitu kunjungan-

kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat-tempat ibadah lainnya. 

Padahal, pariwisata syariah tidak berfokus pada objek saja, tetapi adab perjalanan 

dan fasilitas lainnya. 

Obyek pariwisata syariah pun tidak harus obyek yang bernuansa islam, 

seperti masjid dan peninggalan sejarah islam. Obyek pariwisata syariah berlaku 

untuk semua tempat, kecuali tempat ibadah agama lain. Pariwisata syariah 

memberikan makna bahwa masyarakat muslim harus ber-islam dimanapun dan 

kapan pun. Pemaknaan yang kurang tepat terkait pariwisata syariah disebabkan 

karena edukasi yang kurang. Dari sudut wisatawan, ketersediaan informasi yang 

kurang adalah penyebab utama ketidakpahaman tentang pariwisata syariah. Dari 

sudut pandang pelaku bisnis, pariwisata syariah belum di kenal karena belum 
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adanya panduan-panduan jelas terkait pariwisata syariah. Pemerintah daerah pun 

belum berani mengembangkan pariwisata syariah karena belum ada panduan dan 

arahan yang jelas dari pemerintah pusat terkait pengembangan pariwisata syariah 

walaupun pemerintah daerah sudah paham secara umum terkait pariwisata 

syariah. 

2.5.4 Potensi Pariwisata Syariah 

 Potensi berkembangan wisata syariah ke depannya dinilai menjanjikan. 

Konsep pariwisata syariah ke depannya akan menjadi bisnis yang banyak dilirik 

oleh pelaku bisnis wisata. Berdasarkan pengelolaan wawancara tertutup dengan 

wisatawan, potensi pariwisata dinilai baik dan wisatawan setju dengan konsep 

pariwisata syariah. Dari segi konsep, mayoritas masyarakat setuju dengan konsep 

pariwisata syariah. Dari segi kebutuhan, mayoritas masyarakat setuju bahwa 

pariwisata syariah sesuai dengan kondisi massyarakat Indonesia. 

 Berdasarkan survei tersebut, nilai yang sesuai kebutuhan wisatawan yaitu 

kenyamanan dan ketenangan dalam berwisata tanpa melupakan nilai-nilai 

keislamannya. Nilai ini di dukung dengan bertambahnya masyarakat middle class 

moslem yang memiliki kesadaran tingi dalam kehalalan suatu produk. Kondisi 

tersebut menjadikan pariwisata syariah memiliki potensi besar untuk 

dikembangkan melihat permintaan pasar yang ada. Dalam pengembangan 

pariwisata syariah, pengenalan passar pariwisata syariah jelas sangat penting 

untuk memancing para pelaku bisnis wisata terjun. Selain itu, destinasi wisata di 

indonesia yang beragam mendukung pariwisata syariah walaupun destinassi 
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masih berfokus pada wisata religi dan destinasi wisata lainnya yang juga 

didukung dengan fasilitas ibadah. 

2.5.5 Industri Kreatif sebagai Penopang Pariwisata Syariah 

 Didalam laporannya yang berjudul Creative Economy Report 2008 United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mendefinisikan 

Industri Kreatif sebagai alurdi mana kreasi, produksi dan distribusi barang dan 

jasa digunakan secara kreatif dengan menjadikan modal intelektual sebagai 

masukan utama. Rangkaian aktivitass dasarnya berwujud konten yang kreatif, 

bernilai ekonomi dan menjadi objek pasar. 

 Menurut Priyadi (2016:95) Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari 

pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan 

kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi 

daya kreasi maupun daya cipta indivdu tersebut. Pariwisata memerlukan proses-

proses yang kreatif dalam pengembangannya. Tahapan proses yang baik dalam 

pengembangannya meliputi perencanaan, promosi, paket dan perjalanan wisata, 

dan destinasi wisata itu sendiri.  

 Pariwisata syariah akan berkembang jika telah terbentuk  opini tentang 

makna pariwisata syariah di masyarakat. Sejauh ini, masyarakat kurang 

mengetahui konsep pariwisata syariah dan tidak memberikan tanggapan terkait 

kebutuhan dan kesesuaian pariwisata syariah.  
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Di sini, industri kreatif berperan penting dalam pengelolaan publikasi yang 

bekerja sama dengan lembaga dakwah yang ada. Media online sekarang dirasa 

sangat berperan dalam membentuk opini bagi masyarakat diakses melalui media 

sosial. Selain itu, ceramah agama dapat menjadi cara efektif dalam pencerdasan 

wisata syariah. Ceramah tersebut biasanya diikuti oleh orang tua yang nantinya 

dapat memberikan pemahaman wisata syariah pada anak mereka. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Menurut Travers dalam Umar (2003:22) metode deskriptif ini bertujuan 

untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset 

dilakukan sebab-sebab darti suatu gejala tertentu. Sedangkan menurut Anggara 

(2015:28) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan 

yang lain. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan objek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya. 

Menurut Moleong (2012:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. 

 

3.2 Kerangka Konsep 

Sekaran dalam Sugiyono (2014:65) mengemukakan bahwa kerangka konsep 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.  

35 
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Kerangka konsep disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan 

dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan presepsi yang dimiliki. 

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

3.3 Definisi Konsep 

Konsep adalah sejumlah pengertian atau ciri – ciri yang berkaitan dengan 

peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal – hal yang sejenisnya. Definisi konsep 

memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara 

mendasar dan menyamakan persepsi tenta apa yang akan diteliti serta 

menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian. 

Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini dapat didefinisikan 

sebagai berikut: 

Dinas 

kebudayaan dan 

pariwisata Kota 

Sabang 

Qanun provinsi Aceh 

Nomor 8 Tahun 2013 

tentang kepariwisataan 

Wisata berbasis syariah 

Pengembangan Pariwisata 

 Kelangsungan ekologi 

 Kelangsungan kehidupan sosial. 

 Kelangsungan ekonomi. 

 Meningkatkan kualitas hidup 

Regulasi 

Pariwisata  
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a. Strategi adalah perhitungan mengenai rangkaian kebijakan dan langkah-

langkah pelaksanaanya. 

b. Pengembangan adalah memajukan dan memperbaiki atau meningkatkan 

sesuatu yang telah ada. 

c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah dan pemerintah daerah.  

d. Strategi Pengembangan pariwisata adalah upaya-upaya yang dilakukan 

dengan tujuan memajukan, memberbaiki, dan meningkatkan kondisi 

kepariwisataan suatu obyek dan daya tarik wisata sehingga mampu menarik 

wisatawan untuk berkunjung. 

e. Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas 

serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan 

pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. 

 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Kategori menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel 

penelitiansehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi 

penelitian pendukung untuk analisis data variabel tersebut. 

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian 

Katagorisasi Indikator 

Perencanaan  Regulasi pariwisata 

 Potensi pariwisata 
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 Kebutuhan stakeholder 

 Kondisi masyarakat 

Pengelolaan Pariwisata  Kelangsungan ekologi. 

 Kelangsungan kehidupan sosial 

dan budaya. 

 Kelangsungan ekonomi. 

 Meningkatkan kualitas hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promosi Kepariwisataan 

 Peraturan daerah. 

 Terjamin kehalalan makanan 

dan minuman dengan sertifikasi 

halal. 

 Fasilitas ibadah  

 Fasilitas rekreasi yang menjaga 

privasi. 

 Tempa penginapan sesuai 

ketentuan syariah 

 

 Mengadakan Event-Event 

 

 Kemudahan akses informasi 

wisata syariah 

 

 Sosialisasi 
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3.5 Narasumber 

Narasumber  adalah orang  yang  mengetahui  informasi dan orang  

yangmemberikan informasi kepada peneliti. Teknik penentuan narasumber dalam 

penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu memilih sejumlah 

responden dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data 

secara maksimal. Adapun yang menjadi narasumber penelitian ini adalah: 

a. Dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Sabang 

1) bapak Saifullah,M.si selaku Kepala bidang Destinasi 

2) ibu Yunita Herawati T,S.S selaku Kepala Seksi objek dan daya tarik 

wisata. 

b. Masyarakat 

1) Muhammad Hanif selaku masyarakat pantai kasih. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara. Peneliti tidak melakukan partisipasi secara total dalam kehidupan 

objek penelitian selama berlangsungnya penelitian. Peneliti memfokuskan pada 

objek yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan teknik wawancara, peneliti 

menggali makna data dengan mengaitkan informasi yang diterima dengan 

konteks. 
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Untuk memperoleh data dari narasumber dan keterangan-keterangan lain 

yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

a. Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

secara langsung pada lokasi penelitian, yang dilakukan dengan istrumen 

metode wawancara. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data yang 

lain.pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan 

yang di wawancarai tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti 

memberikan daftar pertanyaan untuk  dijawab pada kesempatan lain. 

Instrumen dapat berupa pedoman wawamcara maupun cheklist. 

b. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari: 

1) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta 

sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. 

2) Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan berbagai literatur seperti: buku, karya ilmiah, dan 

laporan penelitian. 

 

 

  

3.7 Teknik Analisis Data 
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Menurut Anggara (2015:86), analisis data merupakan proses penyusunan 

data agar dapat dinterpretasikan. Penyusunan data berarti klasifikasi data dengan 

pola, tema atau kategorisasi tertentu. Setiap penafsiran data akan memberi makna 

pada analisis. Langkah utama dalam analisis data adalah pengumpulan data, 

perbaikan kerangka data sehingga lebih bermakna, melakukan reinterpretasi data 

melalui hubungan dan akurasi hubungan antardata, melakukan perubahan yang 

mengarahkan pada pengumpulan data untuk mempermudah melaksanakan 

penelitian berikutnya. 

Secara sistematis, analisis data dilakukan dengan tiga langkah, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Reduksi Data 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan data, pengabstrakan dari transformasi data besaryang muncul 

dicatatan-catatan tertulis di lapangan. 

b. Penyajian Data 

 Sebagai penyajian sekumpulan informasi sistematis yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

tersebut dapat berbentuk matrik, grafik, jaringan, dan bagan. 

c. Menarik Kesimpulan 

Verifikatif dilakukan sejak permulaan, pengumpulan data, pembuatan pola-

pola, penjelasan konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab akibat serta proporsisi. 
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Data disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan yang dapat diambil 

sehingga memberi gambaran yang jelas tentang Strategi Pengembangan 

Pariwisata Berbasis Syariah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang. 

 

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang, 

dan waktu penelitian dari bulan Februari 2019 sampai dengan selesai. 

 

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

3.9.1 Gambaran Umum Kota Sabang 

Kota Sabang merupakan salah satu daerah kepulauan di Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam. Kota Sabang terletak di ujung paling barat wilayah Indonesia 

dengan luas wilayah mencapai 153 Km2. Secara goegrafis, Kota Sabang terletak 

pada posisi 05046’28”-05054’28” Lintang Utara (LU) dan 95013’02”-95022’36” 

Bujur Timur (BT). 

Letak Kota Sabang sangat strategis karena diapit oleh selat dan samudera, 

yaitu Selat Malaka di sebelah utara dan timur, dan Samudera Indonesia di sebelah 

barat dan selatan. Posisi Kota Sabang yang strategis ini9 menjadi pertimbangan 

penetapan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. 

Wilayah Kota Sabang meliputi 5 (lima) buah pulau, yaitu Pulau Weh, Pulau 

Klah, Pulau Rubiah, Pulau Selako dan Pulau Rondo. Di Kota Sabang (Pulau Weh) 
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juga terdapat danau, yaitu Danau Aneuk Laot yang menjadi sumber utama air 

baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Sabang. 

Secara administrasi, Kota Sabang terdiri atas 2 (dua) Kecamatan, yaitu 

Kecamatan Sukajaya seluas 80 Km2 atau sekitar 52,28% dari luas wilayah Kota 

Sabang dan Kecamatan Sukakarya seluas 73 Km2 atau sekitar 47,71% dari 

wilayah Kota Sabang. Jumlah kelurahan di Kota Sabang sebanyak 18 kelurahan, 

terdiri dari atas 10 kelurahan di kiecamatan Sukajaya dan 8 kelurahan di 

kecamatan Sukakarya. 

 

3.9.2 Gambaran Umum  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang 

Untuk melengkapi data penelitian dari skripsi ini, penulis akan 

mendeskripsikan gambaran tentang Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Sabang. Berhubungan dengan ini penulis mengadakan kunjungan langsung 

ke kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang untuk melihat secara 

langsung kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai.  

a. Visi 

Visi Kota Sabang yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 yaitu : “terwujudnya 

pembangunan Sabang yang mandiri, sejuk, tentram yang berbasis wisata maritim 

dan berazazkan syari’ah dengan semangat kebersamaan ulama dan umara”. 

Makna dari visi tersebut adalah: 

MANDIRI :   Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah 

kepada kemajuan perekonomian daerah yang bertumpu kepada potensi yang 
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dimiliki dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu 

memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan. 

SEJUK   : kondisi Kota Sabang yang asri, indah, segar, lingkungan yang bersih. 

Semua bidang pembangunan Kota Sabang diharuskan mengedepankan aspek 

kelestarian lingkungan yang memperhatikan prinsip pembangunan yang 

berkelanjutan. 

TENTRAM   : kondisi yang menggambarkan Kota Sabang sebagai kota yang 

menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat, dan damai 

untuk berkarya dan beraktualisasi diri. 

BERBASIS PARIWISATA MARITIM   : pengembangan pariwisata diarahkan 

untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman, baik pengembnangan potensi laut 

maupun potensi darat, yang dilaksanakan dengan prinsip pembangunan pariwisata 

berkelanjutan. 

BERAZAZKAN SYARI’AH     : penyelenggaraan seluruh aspek pembangunan 

Kota Sabang sesuai dengan ajaran Islam serta untuk meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kepada ALLAH SWT, dengan menghormati dan mengembangkan 

kerukunan antar umat beragama serta menjamin pemeluk agama lain untuk 

melaksanakan ibadah agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. 

SEMANGAT KEBERSAMAAN ULAMA DAN UMARA  : pelibatan ulama 

dalam perumusan dan pengambilan kebijakan pembangunan serta 

penyelenggaraan pemerintah Kota Sabang. 

b. Misi 
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Dalam rangka pencapaian visi Kota Sabang 2017-2022 diatas, maka 

dirumuskan lima misi Kota Sabang yaitu: 

1. Peningkatan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata di daerah 

dengan tetap mengau kepada bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan dengan sasaran terciptanya kebudayaan bangsa. 

2. Peningkatan pendidikan  pengembangan kebudayaan dan pariwisata 

Daerah. 

3. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengembangan kebudayaan dan pariwisata Daerah. 

4. Kebudayaan, sosialisasi, dan penegakan hukum di bidang kebudayaan 

dan pariwisata. 

5. Pembinaan dan pengembangan kebudayaaan sebagai upaya 

memperkokoh jati diri kepribadian bangsa. 

3.9.3 Susunan pembagian tugas kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata   Kota 

Sabang. 

Dalam melaksanakan tugas-tugas kepariwisataan di wilayah Kota Sabang, 

dibentuklah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang pada tahun 2001 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001. Untuk kelancaran dalam 

melaksanakan kegiatan operasional dinas, maka secara internal keorganisasian 

telah ditetapkan pembagian tugas yang meliputi: 

a. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah di 

bidang Destinasi, Pemasaran, Industri dan Tata kelola serta Kebudayaan. 
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b. Sekretaris Dinas 

Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta mempunyai tugas 

koordinasi, pengkoordinasian Teknis penyusun Program, pembinaan Teknis 

Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi, Umum, Perlengkapan, Peralatan, 

Kerumahtanggaan dan Perpustakaan. 

 

c. Kepala Bidang Destinasi 

Bidang Destinasi mempunyai tugas melakukan pembinaan dan 

pengendalian Teknis Objek Daya Tarik Wisata, Sarana dan Prasarana, 

pengembangan Produk Wisata, pembinaan dan pengendalian Teknis 

Pengembangan Sarana dan Prasarana serat pembinaan dan Pengendalian 

Teknis Pengembangan Produk Wisata. 

d. Kepala Bidang Pemasaran  

Bidang Pemasaran mempunyai tugas melakukan pembinaan dan 

pengendalian teknis promosi budaya dan pariwisata, penyuluhan dan 

pelayanan informasi, melakukan pembinaan dan pengendalian teknis 

penyuluhan dan pelayanan informasi Wisata. 

e. Kepala Bidang Kebudayaan 

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan 

pengendalian teknis pengembangan bidang seni dan nilai budaya, 

melakukan pembinaan dan pengendalian teknis pengembangan bidang 



47 
 

sejarah dan meseum. Melakukan pembinaan dan pengendalian teknis 

pengembangan adat dan tradisi. 

f. Bidang Industri dan Tata Kelola 

Mempunyai tuags melakukan pembinaan dan pengendalian teknis kerjasama 

pariwisata dalam dan luar negeri, melakukan pembinaan dan pengendalian 

teknis industri dan ekonomi kreatif. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Sabang yang mempunyai wilayah kerja meliputi 

menyiapkan dan melaksanakan pelayanan dan menyusun pelaporan dibidang 

Pariwisata dan Kebudayaan agar tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kota Sabang dapat terlaksana secara efektif dan efisien. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskrpsi Data Narasumber 

Hasil penelitian ini berupa fakta, data dan pendapat yang telah berhasil 

penulis kumpulkan selama proses penelitian berlangsung. Selanjutnya penulis 

akan mendeskripsikan untuk kemudian dianalisis.  

Untuk mengelola data yang berkaitan tentang strategi pengembangan 

pariwisata pantai berbasis syari’ah di dinas pariwisata dan kebudayaan kota 

sabang, maka penulis melakukan penelitian kepada 2 orang narasumber yang 

berkaitan dengan program tersebut dan 1 orang masyarakat sekitar pantai. Adapun 

karakteristik narasumber dalam penelitian ini dibedakan atas jenis kelamin, 

umutingkat pendidikan terakhir dan pekerjaan.  

a. Karakter narasumber berdasarkan jenis kelamin 

Berdasarkan jenis penelitian, narasumber dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber 

berjenis kelamin prempuan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

 Karakteristik Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Laki-laki 2 66,7% 

2 Perempuan 1 33,3% 

49 
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Jumlah 3 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 

Berdasarkan data yang dilihat dari tabel 4.1 maka dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar narasumber penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki dengan 

jumlah sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 66,7%, sedangkan yang 

berjenis kelamin perempuan adalalah berjumlah 1 orang dengan persentase 

33,3%. 

b. Karakteristik Narasumber Berdasarkan Umur 

Berdasarkan data narasumber yang dilihat dari umur maka dapat 

dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu mulai dari frekuensi umur 20-30 tahun 

dan umur 30-40 tahun seperti yang dapat kita lihat penjabarannya pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.2 

 Karakteristik Narasumber Berdasarkan Umur 

No Umur Frekuensi Persentase 

1 30-40 Tahun 2 66,7% 

2 20-30 Tahun 1 33,3% 

Jumlah 3 orang 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 

Berdasarkan data dari tabel 4.2 diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar narasumber berusia 20-30 tahun yaitu sebanyak 1 orang dengan 

persentase 33,3% dan sisanya berusia 30-40 tahun sebanyak 2 orang dengan 

persentase 66,6%. 
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c. Karakteristik Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan dari tingkat pendidikan terakhir, narasumber dikelompokkan 

menjadi dua tingkatan yaitu pendidikan S1, S2 dan SMA. Pada tabel dibawah ini 

akan disajikan data berdasarkan 3 kategori tersebut. 

Tabel 4.3  

Karakteristik Narasumber Berdasarkan Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 

1 S2 1 33,3% 

2 S1 1 33,3% 

              3                              SMA 1 33,3%  25% 

Jumlah 3 orang 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.3 data yang tersaji ditas maka dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar pendidikan terakhir para narasumber adalah SMA dengan 

persentase 33,3% sebanyak 1 orang, berpendidikan S1 adalah sebanyak 1 orang 

dengan persentase 33,3% dan yang berpendidikan S2 adalah sebanyak 1 orang 

dengan persentase 33,3%. 

d. Karakteristik Narasumber Berdasarkan Pekerjaan 

Berdasarkan yang dilihat dari segi pekerjaan maka penulis 

mengelompokkan menjadi 2 kategori yaitu Pegawai Negri Sipil (PNS) dan 1 

Wiraswata seperti yang dapat dilihat dari tabel berikut: 

 



52 
 

Tabel 4.4  

Karakteristik Narasumber Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Frekuensi Persentase 

1 Pegawai Negri Sipil 2 66,7% 

2 Wiraswata 1 33,3% 

Jumlah 4 orang 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.4 diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa narasumber yang berprofesi sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah 

sebanyak 2 orang dengan persentase 66,7% dan sisanya adalah berprofesi sebagai 

Wiraswasta dengan jumlah sebanyak 1 orang dengan persentase 33,3%. 

4.1.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Program yang mendukung strategi pengembangan pariwisata berbasis 

syariah dalam menggelola wisata syariah yang ada di Kota Sabang dan 

menerapkan  destinasi pariwisata pantai berbasis syariah yang ada belum berjalan 

secara maksimal. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis 

dengan narasumber dilapangan sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4.1.2.1 program yang mendukung strategi pengembangan pariwisata berbasis 

syariah di Kota Sabang. 

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang 

dalam hal ini sesuai dengan visi “ terwujudnya pembangunan Sabang yang 

mandiri, sejuk, tentram yang berbasis wisata maritim dan berazazkan syariah 
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dengan semangat kebersamaan ulama dan umara”. Untuk mencapai visi yang 

dimaksud maka ditetapkan misi Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Sabang 

yaitu: 

a. Peningkatan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata di daerah 

dengan tetap mengacu pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan dengan sasaran terciptanya kebudayaan bangsa. 

b. Peningkatan pendidikan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata 

daerah. 

c. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah. 

d. Kebudayaan, sosialisasi, dan penegakan hukum di bidang kebudayaan dan 

pariwisata. 

e. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan sebagai upaya melestariakan 

warisan budaya bangsa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Dinas kebudayaan dan 

pariwisata Kota Sabang dalam pengembangan pariwisata pantai berbasis syariah 

dibutuhkan beberapa strategi untuk mewujudkan pengembangan pariwisata pantai 

berbasis syariah diantaranya: 

a. Perencanaan 

Dalam pengembangan pariwisata pantai berbasis syariah perencanaan 

diperlukan untuk dapat menentukan hal-hal yang ingin dicapai tujuan di masa 

depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan 
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tersebut. Dalam mencapai tujuan pengembangan pariwisata pantai berbasis 

syariah Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Sabang telah menetapkan 

program/kegiatan yang mendukung pengembangan pariwisata pantai berbasis 

syariah yaitu: 

a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 

b. Pengembangan daerah tujuan wisata 

c. Pengembangan pemasaran pariwisata 

d. Pengembangan kemitraan pariwisata 

Berikut ini adalah tabel program/kegiatan kerja, indikator kerja, target dan capaian 

yang mendukung pariwisata pantai berbasis syariah terdapat dalam Renstra 

(rencana strategis) Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Sabang. 

Tabel 4.5 

Tabel Program dan Kegiatan Kerja, Indikator Kerja, Target dan Capaian Kinerja 

No Program/Kegiatan Indikator kerja 

Kondisi 

awal 

(2017) 

Target 

(2018) 
Capaian kinerja 

1 Peningkatan 

pembangunan 

saranadan 

prasarana 

pariwisata 

Jumlah wisata 

pantai dan jenis 

bangunan yang 

dibangun 

5 10 

(pantai sumur tiga, ujong 

kareung, teupin reudeup, 

teupin layeu,gapang) jenis 

bangunan yang di bangun 

mushalla, Mck,penginapan 

syariah, restoran yang 

menyediakan makanan dan 

minumal halal, imbauan 

bagi masyarakat dan 

wisatawan berupa spanduk 

untuk berpakaian sopan  

dan tidak melanggar norma-

norma islami. 

2 Pengembangan 

daerah tujuan 

wisata 

Jumlah destinasi 

wisata pantai  

yang 
5 10 

-  Pantai sumur tiga 

-  Pantai ujong kareung 

-  Pantai teupin layeu  
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No Program/Kegiatan Indikator kerja 

Kondisi 

awal 

(2017) 

Target 

(2018) 
Capaian kinerja 

dikembangkan -  Pantai gapang 

-  Pantai teupin reudep 

3 Pengembangan 

pemasaran 

pariwisata 

Pelaksanaan 

event-event 

pariwisata dan 

pelaksanaan 

promosi 

pariwisata 

 

2 2 

 

- Kedatangan kapal  pesiar 

mancanegara 

- Duta wisata sebagai 

promosi pameran 

pariwisata kota sabang 

4 Pengembangan 

kemitraan 

pariwisata 

Kegiatan 

sosialisasi 

wisata halal bagi 

masyarakat 

sekitar pantai 

- 1 

 

 

- 

Sumber: Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun 2017-2022 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Renstra dalam tabel diatas terdapat 

program-program yang mendukung pengembangan pariwisata pantai berbasis 

syariah yaitu upaya peningkatan sarana dan prasarana pariwisata, dalam 

pelaksanaan program tersebut Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Sabang 

belum memenuhi target yang ditentukan. Pertama dilihat dari jumlah objek wisata 

dan jenis bangunan yang di bangun hanya 5 pantai yang terealisasikan dari 10 

pantai yang menjadi target pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Kedua, 

dalam kegiatan program pengembangan pariwisata pantai yaitu jumlah wisata 

pantai yang dikembangkan masih juga belum mencapai target yang diinginkan, 

jumlah wisata pantai yang sudah dikembangkan hanya 5 pantai dari target yang 

diinginkan 10. Ketiga, kegiatan pengembangan pariwisata pantai berbasis syariah 

yaitu pengembangan pemasaran pariwisata yang berupa pelaksanaan event-event 

pariwisata seperti kedatangan kapal pesiar dan pelaksanaan promosi pariwisata 
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yang dilakukan oleh duta wisata hal ini bertujuan untuk meningkatnya kunjungan 

wisatawan ke Kota Sabang, jika dilihat pada data yang diperoleh pengembangan 

pemasaran pariwisata sudah terlaksana sesuai dengan target yang di telah 

ditetapkan. Keempat, kegiatan pengembangan pariwisata pantai berbasis syariah 

yaitu pengembangan kemitraan pariwisata dalam realisasi program ini hanya 

berupa kegiatan sosialisasi wisata halal bagi masyarakat sekitar pantai saja namun 

belum ada hasil yang dicapai. 

b. Penggelolaan Pariwisata 

Pengelolaan Objek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan segala 

aspek yang berpengaruh kepada peningkatan pendapatan daerah, perekonimian 

masyarakat dan kelestarian lingkungan wisata. Dalam penggeloaan pariwisata 

Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Sabang sudah seharunya mengusung 

konsep wisata islami, karena mengingat sabang yang termasuk dalam provinsi 

aceh dengan penduduk mayoritas islam yang sangat mengedepankan nilai-nilai 

syariat islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu perlunya aturan atau 

regulasi pemerintah daerah aceh yang di sebut Qanun agar menjadi pedoman 

bagi pihak dinas untuk dapat mengatur segala bentuk kepariwisataan yang tidak 

terlepas dari nilai-nilai syariah. Sejauh ini Qanun yang mengatur kepariwisataan 

khusus Sabang belum ada hal itu dikarenakan belum cukupnya anggaran dari 

pemerintah provinsi aceh. 

Hal itu sesuai dengan pernyataan bapak Saifullah, M.Si selaku kepala 

bidang destinasi: 
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Sejauh ini pengembangan wisata syariah di Sabang masih terbilang kurang 

karena sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus, aceh memiliki peraturan 

pemerintah daerah sendiri yang disebut Qanun, dalam hal pengembangan wisata 

syariah Sabang belum mempunyai Qanun khusus Sabang yang membahas 

tentang kepariwisataan hal itu dikarenakan belum cukupnya anggaran dari 

provinsi. (wawancara pada tanggal 10 Februari 2019) 

Dalam Penggelolaan pariwisata diperlukan beberapa cara untuk menunjang 

keberlangsungan pariwisata berbasis syariah dengan adanya: 

a) Atraksi wisata 

b) Penyediaan fasilitas wisata syariah 

c) Pemberdayaan SDM syariah  

Dalam menunjang keberlangsungan pengembangan pariwisata syariah di Sabang 

pertama yang dilakukan yaitu, adanya Atraksi wisata berupa kegiatana 

pertunjukan seni budaya Aceh, mendatangkan kapal-kapal pesiar dan masih 

banyak event-event yang dilakukan dalam setiap tahunnya dengan diadakannya 

kegiatan tersebut dapat  memperkenalkan budaya aceh sehingga menarik 

wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Sabang dan hal itu 

akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Sabang. 

Hal itu sesuai dengan pernyataan ibu Yunita Herawati T , S.S selaku kepala 

seksi objek daya tarik wisata: 

Dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti festival budaya aceh dan 

mendatangkan kapal pesiar ke Kota Sabang itu sudah mampu meningkatkan 
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jumlah wisatawan dan meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Sabang. 

(wawancara pada tanggal 19 februari 2019). 

Berikut ini adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan 

nusantara ke Kota Sabang tahun 2013-2018. 

Tabel 4.6 

 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2013-2018 

NO TAHUN JUMLAH 

1 2013 4.648 

2 2014 3.624 

3 2015 5.582 

4 2016 10.038 

5 2017 2.981 

6 2018 29.827 

Sumber: Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Sabang 

Tabel 4.7 

Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2013-2018 

NO TAHUN JUMLAH 

1 2013 401.224 

2 2014 512.992 

3 2015 623.635 

4 2016 724.923 

5 2017 736.275 



59 
 

6 2018 709.506 

Sumber: Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Sabang 

Secara umum Sabang memang belum optimal dalam pengembangan wisata 

syariahnya. Namun salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan positif adalah 

sektor perjalanan yang berhubungan dengan pariwisata. Kita bisa melihat dari 

tabel diatas bagaimana dari tahun ke tahun jumlah wisatawan yang datang ke 

Sabang semakin meningkat. 

 Selanjutnya upaya yang dilakukan Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam 

Pengelolaan pariwisata syariah di Kota Sabang yaitu penyediaan fasilitas wisata 

syariah dan pemberdayaan SDM syariah. Konsep wisata syariah sebenarnya 

bukan hanya berbicara tentang pelanggaran, namun juga kenyamanan serta 

kepuasan tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariah. Terkait fasilitas yang 

mendukung pengembangan pariwisata syariah di Sabang yaitu  dengan mudahnya 

menemukan tempat ibadah umat muslim dan penginapan syariah walaupun belum 

terdapat di semua objek wisata pantai. Sedangkan fasilitas berupa toilet yang 

bersih dan nyaman massih belum memadai.  

Hal itu sesuai dengan pernyataan ibu Yunita Herawati T , S.S selaku kepala 

seksi objek daya tarik wisata: 

Saat ini objek wisata pantai di Sabang mudah dijumpai tempat beribadah bagi 

wisatawan muslim, teapi masih ada beberapa pantai yang belum ada dan yang 

harus diperhatikan adalah masalah kebersihan toilet di objek wisata pantai yang 

masih kurang. (wawancara pada tanggal 19 februari 2019). 
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Juga diperjelas oleh pernyataan bapak Saifullah, M.Si selaku kepala bidang 

destinasi: 

Fasilitas lain yang mendukung wisata syraiah di Sabang saat ini yaitu penginapan 

yang harus menunjukan identitas/buku nikah bagi wisatawan laki-laki dan 

perempuan yang ingin menginap. (wawancara pada tanggal 19 februari 2019). 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berperan penting 

dalam memajukan sektor pariwisata. Belajar dari Bali dan Lombok para 

pemberdaya disana tidak hanya menjual keindahan alam saja, tetapi juga 

dibungkus dengan kearifan lokal yang dibumbui dengan konsep budaya serta 

agama. Pemberdayaan ini yang belum optimal di Kota Sabang seperti tidak 

adanya penertiban sertifikasi halal pada pelaku usaha sekitar pantai, kurangnya 

pemahaman berupa sosialisasi yang diberikan pihak Disbudpar kepada wisatawan 

dan masyarakat sekitar pesisir pantai terkait wisata syariah, SDM yang kurang 

memahami bahasa asing yang mengakibatkan komunikasi yang gagal terhadap 

wisatawan mancanegara.   

Hal itu sesuai dengan pernyataan bapak Saifullah, M.Si selaku kepala 

bidang destinasi: 

Sejauh ini adapun hambatan dalam pengembanngan wisata syariah di Kota 

Sabang yaitu belum adanya sosialisasi terkait penertiban sertifikassi halal kepada 

pihak pengusaha di objek wisata pantai seharusnya itu ada, penolakan tersebut 

dikarenakan persepsi mereka yang beranggapan jika aceh itu sudah menerapkan 

standar halal karena mereka melihat dari dari mayoritas penduduk aceh yang 

muslim. Sehingga mereka enggan menerapkan sertifikasi halal tersebut. 



61 
 

Juga diperjelas oleh pernyataan bapak Muhammad Hanif selaku masyarakat 

pantai kasih: 

Belum cukupnya pemahaman yang diberikan pihak Dibudpar kepada masyarakat 

sekitar pesisir pantai dan wisatawan dalam hal terkait wisata syraiah, dikarenakan 

pemerintah masih kurang dalam menanggapi wisata syariah tersebut disebabkan 

banyak tantangan yang harus dilalui dalam mengembangkan wisata syariah 

seperti masih sering dijumpai di sekitar objek wisata objek wista pantai wisatawan 

mancanegara dengan busana terbuka yang memberi dampak negatif bagi 

masyarakat atau wisatawan muslim yang melihatnya, dan kurangnya imbauan 

yang dilakukan pihak dinas kepada masyarakat sekitar pantai maupun wisatawan 

untuk berupaya mengajak masyarakat setempat serta wisatawan untuk dapat 

menghargai serta melaksanakan syariat islam di sekitar pantai. (wawancara pada 

tanggal 22 februari 2019). 

c. Promosi Pariwisata 

 Promosi wisata memagang peranan penting dalam mengendalikan 

pemasaran pariwisata, promosi wisata seharusnya berjalan dengan baik dan secara 

berkesinambungan karena keberhasilan promosi wisata akan menghasilkan daya 

tarik dan motivasi wisatawan untuk berkunjung. Saat ini promosi wisata yang 

dilakukan Disbudpar Kota Sabang sudah signifikan dalam menarik wisatawan 

promosi yang dilakukan melalui sarana keikutsertaan pameran atau event-event 

yang menarik wisatawan, promosi melalui sosial media dan promosi yang 

dilakukan duta wisata. Namun promosi wisata yang dilakukan masih tentang 
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wisata secara umum terkait promosi mengenai konsep wisata syariah masih 

kurang memadai seperti paket wisata halal dan bisnis wisata syariah  lainnya.  

Hal itu sesuai dengan pernyataan bapak Saifullah, M.Si selaku kepala 

bidang destinasi: 

sejauh ini promosi wisata yang dilakukan pihak Disbudpar melaui duta wisata 

maupun sosial media belum mempromosikan mengenai konsep wisata 

syariah.(wawancara pada tanggal 19 februari 2019) 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber 

dapat disimpulkan bahwa program yang mendukung strategi pengembangan 

wisata syariah yang dilakukan Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Sabang 

belum cukup efektif hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi berupa 

Qanun dalam pengelolaan pariwisata khusus Sabang sehingga pihak Dinas tidak 

mampu mengembangkan wisata syariah secara maksimal, profesional, fokus dan 

terarah. Namun dalam pengembangan pariwisata secara umum Disbudpar sudah 

mampu meningkatkan jumlah wisatawan dengan mengadakan kegiatan seperti 

mendatangkan kapal pesiar dan lain-lain.   

4.1.2.2 Destinasi wisata pantai yang menjadi target penerapan pariwisata berbasis 

syariah 

 Kota Sabang memiliki banyak wisata bahari yang sangat mempesona yang 

dapat memikat para wisatawan untuk berkunjung menikmati keindahan pantai 

yang ada di Kota Sabang, ada 10 pantai yang menjadi target diterapkannya wisata 

syariah oleh Disbudpar yaitu pantai kasih, pantai teupin cirik, pantai sumur tiga, 
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pantai pasir putih, pantai tapang gajah, pantai gapang, pantai teupun layeu, pantai 

keunekai, pantai ujong kareung dan pantai rubiah. 

 Hampir semua objek wisata pantai di Kota Sabang yang dipenuhi oleh pasir 

putih, pasir putih yang berada disekitar pantai memberikan pemandangan yang 

sangat indah. Selain dilengkapi dengan pasir putih objek wisata pantai juga 

dipenuhi dengan tumbuhan di pantai. Kenyataannya, dari 10 pantai yang menjadi 

target diterapkannya konsep wisata syariah namun hanya 5 pantai saja yang sudah 

menerapkan konsep wisata syariah tersebut yaitu pantai sumur tiga, pantai 

gapang, pantai teupin layeu, pantai ujong kareung dan pantai teupin reudep berupa 

fasilitas yang mendukung wisata syariah di pantai tersebut seperti adanya 

musholla, penginapan syariah, tersedianya Mck yang bersih, restoran yang 

menyediakan makanan dan minuman halal dan adanya imbauan bagi masyarakat 

atau wisatawan berupa spanduk untuk selalu menghargai norma-norma islami di 

objek pantai tersebut.  

Hal itu sesuai dengan pernyataan ibu Yunita Herawati T , S.S selaku kepala 

seksi objek daya tarik wisata: 

Banyak sekali keindahan pantai yang bisa di nikmati di Kota Sabang ada 10 

pantai yang menjadi target diterapkannya wisata syariah yaitu pantai kasih, pantai 

teupin cirik, pantai sumur tiga, pantai pasir putih, pantai tapang gajah, pantai 

gapang, pantai teupin layeu, pantai keunekai, pantai ujong kareung dan pantai 

rubiah, namun saat ini hanya terdapat 5 pantai yang sudah menerapkan konsep 

wisata syariah yaitu berupa fasilitas yang mendukung wisata syariah seperti 

adanya musholla, penginapan syraiah, restora yang menyediakan makanan dan 
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minuman halal, Mck yang nyaman dan bersih dan imbauan kepada masyarakat 

dan wisatawan berupa spanduk untuk tidak selalu menghargai norma-norma 

islami di objek pantai tersebut. Belum tercapainya seluruh target pantai yang ingin 

diterapkan wisata syariah, hal ini disebabkan belum adanya arahan khusus dari 

pemerintah tentang akses informasi dan promosi mengenai wisata syariah kepada 

masyarakat maupun wisatawan.(wawancara pada tanggal 19 februari 2019). 

Hal itu sesuai dengan pernyataan bapak Muhammad Hanif selaku 

masyarakat pantai kasih: 

Penerapan wisata syariah pun sulit diterapkan seperti kurangnya akses informasi 

dan promosi yang dilakukan pihak dinas kepada masyarakat dan wisatawan 

tentang wisata syariah.(wawancara pada tanggal 22 februari 2019). 

Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Sabang berupaya melakukan 

pengembangan pariwisata panai berbasis syariah. Namun penerapan wisata 

syariah di destinasi wisata pantai masih belum maksimal, kurangnya respon 

pemerintah dalam mengenali potensi pariwisata syariah yang ada, dan kurangnya 

sumber daya manusia berupa pemahaman massyarakat yang  terkait wisata 

syariah yang masih kurang dan belum tersedianya fasilitas wisata syariah lengkap 

di semua objek wisata pantai di Kota Sabang.  
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4.2  Pembahasan 

Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Sabang dalam mengembangkan 

pariwisata pantai berbasis syariah telah melakukan berbagai upaya dan 

menjalankan perannya sebagai instansi pemerintah. Kurangnya respon terhadap 

potensi wisata syariah yang ada di Sabang dan kurangnya pemenuhan fasilitas 

pendukung pariwisata syariah di seluruh kawasan pantai. Perlu peran aktif dan 

strategi Disbudpar Kota Sabang agar tujun berdirinya Dinas yang menangani 

kebudayaan dan pariwisata ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti dalam 

pengembangan pariwisata pantai berbasis syariah di Kota Sabang.  

 Menurut  Sedarmayanti (2014:2) pengertian strategi secara khusus adalah 

tindakan yang bersifat terus-menerus, mengalami peningkatan dan dilakukan 

sesuai sudut pandang tentang apa yang diinginkan serta diharapkan oleh 

konsumen di masa depan. Berdasarkan teori tersebut strategi yang dilakukan 

pihak Disparbud dalam pengembangan wisata syariah belum maksimal karena 

tidak adanya strategi yang diharapkan oleh konsumen di masa depan untuk 

menegaskan bahwa sabang termasuk wilayah aceh yang mengedepankan syariat 

islam dalam kehidapan sehari-harinya.  

Dalam mengemngkan pariwisata syariah dibutuhkan beberapa strategi untuk 

mewujudkan tujuan yang ingin ditetapkan. Menurut pitana (2005:134) 

pengembangan pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. 

Teknik pengembangan itu harus menggabungkan beberapa aspek aksesbilitas, 

karekteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan dengan 
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sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas dan 

seterusnya. 

Menurut Sobari dalam Murtini (2018) pengembangan pariwisata sebagai 

suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada empat prinsip dasar, salah 

satunya  kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan 

pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasaan tata 

kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai identitas 

masyarakat tersebut. 

Berdasarkan teori tersebut dalam pengembangan pariwisata syariah di Kota 

Sabang masih belum terlihat sebagai pengembangan yang mampu meningkatkan 

tata keidupan melalui sistem nilai yang dianut masyrakat setempat yang 

merupakan daerah yang sangat mengedepankan nilai-nilai syariah sebagai 

identitas masyarakat tersebut. 

Menurut Kemenpar Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, dan 

pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pihak Disbudpar dalam hal 

menyediakan layanan untuk mempermudah wisatawan maupun masyarakat untuk 

mengakses informasi terkait wisata syraiah di sabang masih sangat kurang 

sehingga pemahaman wisatawan dan masyarakat terkait wisata syariah masih 

kaku. Fasilitas yang mendukung pengembangan pariwisata syariah seperti 

ketersediaan toilet yang bersih dan nyaman di objek wisata pantai masih kurang. 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas secara kesuluruhan, dapat diketahui 

bahwa strategi pengembangan yang dilakukan oleh Disbudpar sudah mememiliki 
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unsur pengembangan yang sesuai, namun dalam realisasi strategi belum tercapai 

dengan maksimal. Perencanaan yang dilakukan Disbudpar dalam upaya 

pengembangan pariwisata pantai berbasis syariah di Kota Sabang belum 

sepenuhnya terlaksana. 

Maka dapat disimpulkan  bahwa strategi pengembangan pariwisata syariah 

yang dilakukan Dibudpar belum maksimal dikarenakan tidak adanya peraturan 

atau Qanun yang dijadikan dasar dalam pengembangan pariwisata berbasis 

syariah di Sabang sehingga, pegawai maupun stakeholder yang terlibat dalam 

pengembangan pariwisata tidak memiliki pedoman yang wajib untuk dipenuhi. 

Hal ini dapat diindikasikan dari beberapa temuan penulis seperti strategi yang 

dilakukan Disbudpar hanya mencakup hal yang sifatnya normatif seperti 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang hanya menarik minat wisatawan saja. 

Seharusnya pihak dinas juga menerapkan strategi khusus dalam pengembangan 

pariwisata syariah di Kota Sabang dikarenakan kondisi masyarakat Kota Sabang 

yang termasuk wilayah Aceh yang sangat mengedepankan nilai-nilai syariah 

dalam kehidupan sehari-harinya.  

Dari uraian diatas dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi penghambat 

berkembangnya pariwisata berbasis syariah di Kota Sabang yaitu: 

1. Masih kurangnya respon terhadap potensi-potensi pariwisata syariah. 

2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata syariah. 

3. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) syariah. 

4. Belum optimalnya promosi pariwisata syariah. 

5. Kurangnya regulasi mengenai pariwisata syariah. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan teknik wawancara 

dan observasi yang dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(Disbudpar) Kota Sabang tentang strategi pengembangan pariwisata pantai 

berbasis syaariah dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan pihak 

Disbudpar belum maksimal, belum optimalnya pengelolaan dan kerjasama pihak 

dinas dengan masyarakat. Sehingga strategi yang dilaksanakan oleh pihak 

Disbudpar belum maksimal karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak 

dinas terkait wisata syariah. 

Pemerintah Kota Sabang belum menetapkan Qanun atau peraturan yang 

dijadikan dasar pedoman pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kota Sabang 

karena kekurangan anggaran. Akibat tidak ada Qanun khusus Kota Sabang yang 

mengatur hal tersebut, maka Disbudpar tidak mampu menjalankan pengawasan 

secara maksimal, profesional, fokus, dan terarah. Sehingga yang terjadi tidak ada 

batasan bagi wisatawan khususnya wisatawan mancanegara yang menggunakan 

pakaian terbuka di objek wisata pantai, membawa minuman beralkohol, tidak ada 

imbauan berupa peraturan yang menyebutkan jika wisatawan lokal khususnya 

muslim yang datang ke Sabang harus menggunakan hijab sesuai syariah. hal ini 

akan berdampak terkikisnya budaya atau identitas masyarakat Kota Sabang yang 

termasuk wilayah aceh dalam mengedepankan nilai-nilai syariah dikehidupan 

sehari-harinya.  

68 
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Kurangnya promosi yang diberikan Disbudpar kepada masyarakat dan 

wisatawan terkait wisata syariah, dan tidak adanya penertiban sertifikasi halal 

yang dilakukan pihak Disbudpar Kota Sabang kepada pengusaha di objek wisata 

pantai di Kota Sabang. Hal tersebut terjadi karena persepsi masyarakat yang 

beranggapan karena sudah merasa halal sehingga hal itu tidak perlu dilakukan dan 

kurangnya kerjasama antara pihak Disbudpar dengan instansi lain yang 

mendukung pengembangan pariwisata syariah di Kota Sabang. Seharusnya, setiap 

pelaku industri pariwisata harus memiliki standar yang diakui oleh dunia 

pariwisata internasional karena sertifikasi itu adalah hal yang harus dilakukan 

dalam pengembangan pariwisata syariah. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat 

beberapa saran yang bisa dipergunakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(Disbudpar) Kota Sabang dalam melakukan pengembangan pariwisata pantai 

berbasis syariah di Kota Sabang adalah sebagai : 

a. Seharusnya Disbudpar tidak hanya membuat strategi pengembangan 

pariwisata secara umum, tetapi membuat strategi khusus dalam 

pengembangan pariwisata berbasis syariah. 

b. Seharusnya Disbudpar melakukan pengoptimalisasian promosi terkait 

wisata syariah sehingga wisatawan dan masyarakat luas mengetahui tentang 

wisata syariah. 
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c. Disbudpar seharusnya segera menertibkan dukungan regulasi atau Qanun 

khusus Sabang yang mengatur tentang pengembangan pariwisata yang tidak 

terlepas dari identitas masyarakat Kota Sabang yang mengedepankan nilai-

nilai syariat islam dalam kehidupan sehari-hari.  

d. Disbudpar seharusnya melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti 

dalam hal sosialisasi terkait penertiban sertifikasi halal kepada pihak 

pengusaha di objek wisata. 

e. Seharusnya Disbudpar lebih melakukan pengembangan SDM seperti 

melakukan pendidikan dan pelatihan terkait pariwisata syariah.   
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DAFTAR WAWANCARA 

 

JUDUL: STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI BERBASIS 

SYARIAH DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SABANG. 

A. Identitas Responden 

 Nama             : Yunita Herawati T , S.S 

 Jenis Kelamin : Perempuan 

 Umur  : 36 tahun 

 Pendidikan : S1 

 Pekerjaan : PNS Dibudpar Kota Sabang 

 Jabatan : Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata 

1. Strategi  

a. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan 

pariwisata dalam upaya mengembangkan wisata pantai berbasis syariah di 

Kota Sabang?  

Jawab: pihak dinas melakukan pengembangan wisata pantai berbasis 

syariah dengan adanya perencanaan pembangunan sarana dan prasarana 



yang mendukung, melakukan promosi dan mengembangkan potensi objek 

wisata pantai yang ada. 

b. Bagaimana strategi Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam melakukan 

promosi mengenai wisata syariah di Kota Sabang?  

Jawab: sejauh ini belum ada promosi terkait wisata syariah, promosi yang 

dilakukan masih sebatas pengembangan pariwisata secara umum saja 

melalui event-event pariwisata. 

c. bagaimana konsep pengembangan dan pengelolaan tempat objek wisata 

yang di lakukan Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Sabang? 

Jawab: mengingat Kota Sabang yang termasuk wilayah Aceh yang 

penduduknya mayoritas muslim yang sangat mengedepankan nilai-nilai 

islami dalam kehidupan sehari-hari mereka, maka sudah seharusnya 

pengembangan pariwisata yang dilakukan yaitu dengan konsep islami. 

d. bagaimana kebijakan Dinas kebudayaan dan pariwisata terhadap investor 

yang ikut serta mengelola objek wisata di Kota Sabang dan apakah mereka 

diberi batasan tertentu dalam mengelola objek wisata? 

Jawab: tidak ada batasan selagi mereka dapat meningkatkan perekonomian 

khususnya bagi masyarakat sekitar. 

2. jenis-jenis pariwisata 

a. bagaimana potensi pariwisata di Kota Sabang dan apa kelebihannya jika di 

bandingkan dengan daerah lain? 



Jawab: potensi wisata di Kota Sabang sangat banyak, keunggulannya yaitu 

wisata disini bernuansa alami dan sumber daya yang ada sangat banyak 

untuk dikelola menjadi objek wisata. 

b. Apakah sektor pariwsata pantai selalu menjadi unggulan wisata di Kota 

Sabang? 

Jawab:  saat ini yang menjadi unggulan yaitu wisata pantai, karena Sabang 

dikenal dengan pantai-pantainya yang sangat indah. 

c. Objek wisata pantai mana saja yang menjadi target diterapkannya wisata 

syariah? 

Jawab: semua objek wisata pantai di Kota Sabang menjadi target 

diterapkannya wisata syariah yaitu pantai kasih, pantai teupin cirik, pantai 

sumur tiga, pantai tapak gajah, pantai gapang, pantai teupin layeu, pantai 

keunekai, pantai ujong kareng, pantai pasir putih dan pantai rubiah. 

d. Apakah sudah ada penerapan konep wisata syariah di objek wisata pantai 

di Kota Sabang dan penerapan konsep syariah seperti apa yang sudah 

dilakukan?  

Jawab:  sebagian pantai sudah ada seperti pantai sumur tiga, pantai ujong 

kareung, pantai gapang, pantai teupin layeu dan pantai teupin reudep. 

Penerapan konsep syraiah di pantai tersebut berupa fasilitas yang 

mendukung wisata syariah seperti adanya musholla, restoran yang 

menyediakan makanan dan minuman halal, penginapan syariah, Mck yang 

bersih dan nyaman, dan imbauan kepada masyarakat dan wisatawan 



berupa spanduk untuk selalu menghargai nilai-nilai islami di objek wisata 

tersebut. 

3. Pengembangan Pariwisata 

a. Apakah ada kegiatan yang dilakukan pemerintah(Dinas Pariwisata) Kota 

Sabang dalam meningkatkan jumlah wisatawan? 

Jawab:  iya ada, seperti mengadakan event-event pariwisata seperti 

mengadakan festival budaya aceh, mendatangkan kapal-kapal pesiar dan 

lain-lain 

b. Apakah wisatawan yang berkunjug di berbagai objek wisata di Kota 

sabang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun? 

Jawab: dalam beberapa tahun terakhir wisatawan yang berkunjung ke 

Sabang mengalami peningkatan. 

c. Apakah sektor pariwisata di Kota Sabang sangat berperan dalam hal 

meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Sabang?  

Jawab: ya tentu, karena pendapatan yang diterima dari sektor swasta lebih 

besar dibandingkan dengan sektor lainnya yang ada di Kota Sabang. 

d. Sejauh mana pendapatan asli daerah yang di terima dari sektor pariwisata 

dapat berperan sebagai upaya dalam pembangunan daerah dan 

kesejahteraan masyarakat di Kota Sabang? 

Jawab: pendapatan yang diterima dari sektor pariwisata sejauh ini sudah 

berperan dalam pembangunan daerah, namun dalam kesejahteraan 

masyarakat masih  kurang karena masih banyak masyarakat yang tidak 



menyadari peluang yang di dapat dalam sektor pariwisata untuk dapat 

meningkatkan perekonomian mereka. 

 4. Pariwisata Syariah 

a. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang wisata syariah? 

Jawab: wisata syariah itu segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat 

islam seperti berpakaian sopan dan itu sesuai dengan budaya aceh yang 

mayoritas penduduknya muslim. Syariah yang dimaksud bukan saja hanya 

berpakaian sopan , tetapi juga memerhatikan kebersihan lingkungan, 

tersediana fasilitas untuk beribadah disetiap objek wisata dan masih 

banyak lagi. 

b. Apakah sudah ada regulasi pemda Kota Sabang dalam hal wisata terkait 

Kota Sabang sebagai daerah yang mengedepankan syariat islam? 

Jawab : regulasi pemda Aceh yang disebut Qanun sampai sampai saat ini 

belum ada yang mengatur tentang kepariwisataan khusus Sabang. 

c. Apakah disetiap objek wisata pantai sudah tersedia perlengkapan ibadah 

dan suasana tempat yang aman serta bersih? 

Jawab : saat ini objek wisata pantai di Sabang mudah dijumpai tempat 

beribadah bagi wisatawan muslim, tetapi masih ada beberapa objek wisata 

pantai yang belum ada dan yang harus diperhatikan adalah masalah toilet 

di objek wisata pantai yang masih kurang. 

d. Apakah ada hambatan dari pihak Dinas terkait pengembangan wisata 

syariah diKota Sabang? 



Jawab : ya tentu, seperti pemikiran atau pemahaman masyarakat sekitar 

yang masih kaku terkait pariwisata syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR WAWANCARA 

JUDUL: STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI BERBASIS 

SYARIAH DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SABANG. 

A.Identitas Responden 

 Nama             : Saifullah , M.Si 

 Jenis Kelamin : Laki-Laki 

 Umur  : 40 tahun 

 Pendidikan : S2 

 Pekerjaan : PNS Dibudpar Kota Sabang 

 Jabatan : Kepala Bidang Destinasi 

1. Strategi  

a. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan 

pariwisata dalam upaya mengembangkan wisata pantai berbasis syariah di 

Kota Sabang?  

Jawab: pihak dinas melakukan pengembangan wisata pantai berbasis 

syariah dengan adanya perencanaan pembangunan sarana dan prasarana 

yang mendukung, melakukan promosi dan mengembangkan potensi objek 

wisata pantai yang ada. 

b. Bagaimana strategi Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam melakukan 

promosi mengenai wisata syariah di Kota Sabang?  



Jawab: sejauh ini promosi yangdilakukan pihak Disbudpar melaui duta 

wisata maupun sosial media belum mempromosikan mengenai konsep 

wisata syariah. 

c. bagaimana konsep pengembangan dan pengelolaan tempat objek wisata 

yang di lakukan Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Sabang? 

Jawab: mengingat Kota Sabang yang termasuk wilayah Aceh yang 

penduduknya mayoritas muslim yang sangat mengedepankan nilai-nilai 

islami dalam kehidupan sehari-hari mereka, maka sudah seharusnya 

pengembangan pariwisata yang dilakukan yaitu dengan konsep islami. 

d. bagaimana kebijakan Dinas kebudayaan dan pariwisata terhadap investor 

yang ikut serta mengelola objek wisata di Kota Sabang dan apakah mereka 

diberi batasan tertentu dalam mengelola objek wisata? 

Jawab: tidak ada batasan selagi mereka dapat meningkatkan perekonomian 

khususnya bagi masyarakat sekitar. 

2. jenis-jenis pariwisata 

a. bagaimana potensi pariwisata di Kota Sabang dan apa kelebihannya jika di 

bandingkan dengan daerah lain? 

Jawab: potensi wisata di Kota Sabang sangat besar, Kota Sabang memiliki 

objek wisata yang sangat beragam, serta memiliki keunikan ddan ciri khas 

tersendiri. Karena Kota Sabang memiliki objek wisata alam dari zaman 

purba dan terdapat banyak objek wisata yang sangat indah dan terkenal. 

b. Apakah sektor pariwsata pantai selalu menjadi unggulan wisata di Kota 

Sabang? 



Jawab:  Ya, karena disini dikenal dengan wisata pantainya yang indah. 

c. Objek wisata pantai mana saja yang menjadi target diterapkannya wisata 

syariah? 

Jawab: semua objek wisata pantai di Kota Sabang menjadi target 

diterapkannya wisata syariah  

d. Apakah sudah ada penerapan konep wisata syariah di objek wisata pantai 

di Kota Sabang dan penerapan konsep syariah seperti apa yang sudah 

dilakukan?  

Jawab:  ya beberapa pantai sudah ada 

3. Pengembangan Pariwisata 

a. Apakah ada kegiatan yang dilakukan pemerintah(Dinas Pariwisata) Kota 

Sabang dalam meningkatkan jumlah wisatawan? 

Jawab:  iya ada, seperti mengadakan event-event pariwisata seperti 

mengadakan festival budaya aceh, mendatangkan kapal-kapal pesiar dan 

lain-lain 

b. Apakah wisatawan yang berkunjug di berbagai objek wisata di Kota 

sabang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun? 

Jawab: ya bisa dilihat dari kunjungan wisatawan ke kota Sabang beberapa 

tahun yang mengalami peningkatan. 

c. Apakah sektor pariwisata di  Kota Sabang sangat berperan dalam hal 

meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Sabang?  

Jawab: ya tentu, karena pendapatan yang diterima dari sektor swasta lebih 

besar dibandingkan dengan sektor lainnya yang ada di Kota Sabang. 



d. Sejauh mana pendapatan asli daerah yang di terima dari sektor pariwisata 

dapat berperan sebagai upaya dalam pembangunan daerah dan 

kesejahteraan masyarakat di Kota Sabang? 

Jawab: pendapatan yang diterima dari sektor pariwisata sejauh ini sudah 

berperan dalam pembangunan daerah, namun dalam kesejahteraan 

masyarakat masih  kurang karena masih banyak masyarakat yang tidak 

menyadari peluang yang di dapat dalam sektor pariwisata untuk dapat 

meningkatkan perekonomian mereka. 

 4. Pariwisata Syariah 

a. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang wisata syariah? 

Jawab: wisata syariah itu segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat 

islam seperti berpakaian sopan  

b. Apakah sudah ada regulasi pemda Kota Sabang dalam hal wisata terkait 

Kota Sabang sebagai daerah yang mengedepankan syariat islam? 

Jawab : regulasi pemda Kota Sabang yang disebut Qanun sampai sampai 

saat ini belum ada yang mengatur tentang kepariwisataan khusus Sabang 

dikarenkan belum cukupnya anggaran yang diterima dari provinsi. Saat ini 

Disbudpar Kota Sabang masih mengacu pada Qanun provinsi Aceh yaitu 

Qonun Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan. 

c. Apakah disetiap objek wisata pantai sudah tersedia perlengkapan ibadah 

dan suasana tempat yang aman serta bersih? 

Jawab : ya tentu walupun belum di setiap objek wisata pantai ada. 



d. Apakah ada hambatan dari pihak dinas terkait pengembangan wisata 

syariah di Kota Sabang? 

Jawab : sejauh ini adapun hambatan dalam pengembangan wisata syraiah 

di Kota Sabang yaitu belum adanya sosialisasi terkait penertiban 

sertifikasi halal kepada pihak pengusaha di objek wisata pantai seharusnya 

itu ada, penolakan tersebut dikarenakan persepsi mereka yang sudah 

beranggapan bahwa aceh itu sudah menerapkan standar halal karena 

mereka melihat dari mayoritas penduduk aceh yang muslim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR WAWANCARA 

JUDUL: STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI BERBASIS 

SYARIAH DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SABANG 

A. Identitas Responden 

Nama                 : Muhammad Hanif 

Tempat Tinggal : Masyrakat pantai kasih 

Umur                  : 29 tahun 

Pendidikan         : SMA 

Pekerjaan           : Wiraswasta 

1. Strategi 

a. Menurut bapak/ibu apakah pariwisata salah satu sektor yang dapat 

menaikkan citra Kota Sabang? 

Jawab : tentu saja iya  

b. Menurut bapak/ibu bagaimana peran pemerintah(Dinas pariwisata) dalam 

mengembangkan wisata syariah di Kota Sabang? 

Jawab : menurut saya peran dinas pariwisata masih setengah-setengah 

dalam mengembangkan wisata syariah di Kota Sabang. 

c. Strategi promosi seperti apa yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan 

pariwisata yang bapak/ibu ketahui dalam mengembangkan wisata syariah 

di Kota Sabang? 



Jawab : yang saya ketahui promosi yang dilakukan pihak dinas hanya 

berupa pemilihan duta wisata, melaksanakan event-event. Kalau mengenai 

promosi wisata syariah saya tidak tahu. 

d. Apakah mudah mendapatkan informasi mengenai wisata syariah di Kota 

Sabang? 

Jawab : saya rasa tidak 

2. Jenis-Jenis Pariwisata 

a. Menurut bapak/ibu jenis wisata apa yang sering dikunjungi wisatawan 

yang datang ke Kota Sabang? 

Jawab : wisata pantai 

b. Apakah ada wisata lain selain pantai yang bisa dikunjungi wisatawan di 

Kota Sabang? 

Jawab : ya tentu seperti wisata sejarah seperti benteng-benteng 

peninggalan jepang dan lain sebagainya. 

c. Menurut bapak/ibu apakah ada wisata pantai di Kota Sabang yang sudah 

menerapkan konsep wisata syariah? 

Jawab : sepertinya ada beberapa yang sudah yaitu berupa imbauan berupa 

spanduk untuk tidak melanggar norma-norma islami di objek wisata 

tersebut. 

3. Pengembangan pariwisata 

a. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait diberlakukannya Kota Sabang 

sebagai Kota wisata? 



Jawab : senang, karena sudah seharusnya begitu karena mengingat potensi 

wisata di Sabang yang sangat mendukung. 

b. Apa yang menjadi kelebihan pariwisata di Kota Sabang dengan daerah 

lain? 

Jawab : Kota Sabang yang berbentuk pulau menjadi nilai tersendiri bagi 

pariwisata Kota Sabang yang menyajikan pantai-pantai yang indah. 

c. Menurut bapak/ibu apakah masih ada kendala dalam pengembangkan 

pariwisata di Kota Sabang?  

Jawab : ya tentu ada 

d. Sejauh mana pengaruh pengembangakan pariwisata di Kota Sabang 

terhadap kehidupan masyarakat dan industri lokal? 

Jawab :  terhadap industri lokal sudah lumayan terbantu namun itu bagi 

individu yang kreatif dan yang mampu memahami peluang saja  hal itu 

disebabkan kurangnya pemberdayaan yang diberikan Dinas pariwisata 

mengenai pentingnya mengembangkan sektor pariwisata untuk 

meningkatkan perekonomian mereka.  

4. Pariwisata Syariah 

a. Bagaimana menyikapi pengembangan pariwisata berbasis syariah di Kota 

Sabang? 

Jawab :  wisata berbasis syariah tentu harus di kembangkan Kota Sabang 

adalah bagian dari Aceh yang sudah dikenal dengan adat dan budaya yang 

bersifat islami. 



b. Bagaimana kesiapan Dinas pariwisata dalam menjalankan konsep wisata 

syariah di Kota Sabang? 

Jawab : saya rasa Dinas Pariwisata masih kurang siap dikarenakan banyak 

tantangan yang harus dilalui dalam mengembangkan konsep wisata 

syariah di Kota Sabang.  

c. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah(Dinas pariwisata) terkait wisata 

syariah? 

Jawab : sejauh ini saya rasa belum ada 

d. Menurut bapak/ibu hal apa yang menjadi hambatan dalam 

mengembangkan wisata pantai berbasis syariah di Kota Sabang? 

Jawab : belum cukupnya pemahaman yang diberikan pihak Disbudpar 

Kota Sabang kepada masyarakat pesisir pantai dan wisatawan yang 

berkunjung dalam hal terkait wisata syariah, dikarenakan pihak dinas 

masih kurang dalam menanggapi wisata syariah tersebut disebabkan 

banyak tantangan yang harus dilalui seperti masih sering dijumpai 

disekitar objek wisata pantai wisatawan dengan busana terbuka yang 

memberi dampak negatif bagi masyarakat atau wisatawan muslim yang 

melihatnya, dan kurangnya imbauan yang dilakukan pihak dinas kepada 

masyarakat sekitar pantai maupun wisatawan untuk selalu menghargai dan 

melaksanakan syariat islam di sekitar objek wisata pantai. 

 




















